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HERAWATI, E411 12 273, (PemberdayaanSosialEkonomiKelompokNelayan di 
KelurahanBuloaKecamatanTallo Kota Makassar: 
KasusKelompokPenerimaBantuanProyekCommunity Coastal Development– 
Internasional Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD)). 
DibimbingolehSuparman AbdullahdanSultan. 
Tujuanumumpenelitianiniadalahuntukmengetahuiproses danmanfaat 
program CCD-IFAD dalammemberdayakankelompoknelayan di 
KelurahanBuloaKecamatanTallo Kota Makassar. 
Metode yang 
digunakandalampenelitianiniadalahmetodepenelitiankualitatifdengandasarpeneliti
anstudikasus. Instrumenpengumpulan data yang 
digunakanadalahpedomanwawancara.Informanpenelitianiniterdiridari8 informan 
yang tergabungdalam 7 kelompoknelayan. 
Informanditentukanmenggunakanteknikpurposive sampling. 
 Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaproses pemberdayaansosialekonomi 
yang telahdilakukanoleh CCD-IFAD di KelurahanBuloa, KecamatanTallo Kota 




























Herawati E41112273 (Socio-Economic Empowerment Group of Fishermen in the 
village of the District BuloaTallo Makassar City: The Case Group Recipient 
Coastal Community Development Project - International Fund for Agricultural 
Development (CCD-IFAD)). Under the guidance ofSupaman Abdullah and 
Sultan. 
The general objective of this study was to determine the process and benefits of 
CCD-IFAD program to empower a group of fishermen in the village Buloa 
District of Tallo Makassar. 
The method ofthis research is qualitative research methods on the basis of a case 
study. Data collection instruments used as interview guides. The informants 
consist of eight informants who are members of the 7 groupsfisherman. The 
informant is determined using purposive sampling technique. 
The results showed that the process of empowerment of the social economy that 
has been done by CCD-IFAD in Sub Buloa, District Tallo Makassar city through 
several phases of activity were: socialization program, the establishment of 
working groups, the establishment of the coastal community, capacity building 
and preparation of Work Plan Group (WPG), channeling funds directly to the 
group savings. The benefits perceived by a group of fishermen is giving some 
independence of the ability to plan activities to improve business productivity, the 
ability to accumulate capital through group savings or monthly fee, the ability to 
apply technology and utilization of information and cooperation group which can 
be seen from the level of improved productivity 
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A. Latar belakang 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang sebagian besar wilayahnya 
berupa wilayah perairan. Indonesia kemudian disebut dengan istilah Negara 
maritim. Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah pulau terbanyak di 
dunia, ada sekitar 17.000 pulau yang ada. Kondisi ini membawa keuntungan 
tersendiri bagi Indonesia. Wilayah pantai hampir selalu menjadi daya tarik 
tersendiri dan selalu digunakan sebagai kawasan wisata bahari. Selain itu, banyak 
sumber daya alam yang dihasilkan dari laut. Jika dilihat dari kaca mata ini, 
Indonesia adalah Negara yang sangat kaya, terutama bagi masyarakat yang tinggal 
di wilayah pesisir pantai (Martono, 2012). 
Pandangan ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Masyarakat pesisir pantai, 
sebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari 
mereka memilki tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini turut memperparah 
kondisi social ekonomi masyarakat pesisir. 
Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya 
perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan 
organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, 
nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri 





dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, 
dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha. 
Berbeda dengan nelayan modern yang acapkali mampu merespon 
perubahan, lebih kenyal dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi 
overfishing, nelayan tradisional sering kali justru mengalami proses marjinalisasi, 
dan menjadi korban dari program pembangunan/modemisasi perikanan yang 
sifatnya a-historis. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak 
nelayan tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi di 
perairan pantai. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali 
melaut (one day afishing trip) (Kusnadi, 2003). Beberapa contoh nelayan yang 
termasuk tradisional adalah nelayan jukung, nelayan pancingan, nelayan udang, 
dan nelayan teri nasi.  
Sejak krisis mulai merambah ke berbagai wilayah pertengahan tahun 1997, 
nelayan tradisional boleh dikata adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling 
menderita, dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial- ekonomi 
yang terkesan tiba-tiba, namun berkepanjangan. Bisa dibayangkan, apa yang dapat 
dilakukan nelayan tradisional untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya, 
jika dari hari ke hari potensi ikan di luar makin langka karena cara penangkapan 
yang berlebihan? Dengan hanya mengandalkan pada perahu tradisional dan alat 
tangkap ikan yang sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah 
mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat yang serba 
canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkau jauh dan lebih luas. Bagi 





memperlama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi 
juga menyebabkan kehidupan mereka menjadi makin miskin, dan mereka terpaksa 
masuk dalam perangkap hutang yang tidak berkesudahan. Keterbatasan 
kemampuan nelayan-nelayan tradisional dalam berbagai aspek adalah hambatan 
potensial bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi 
kemiskinan yang membelit mereka selama ini (Kusnadi, 2003). 
Masyarakat pesisir juga selalu hidup dalam ketidakpastian. Kenyamanan 
mereka tergantung pada kondisi cuaca, iklim atau kondisi permukaan air laut, di 
kala air laut pasang, tidak jarang banjir menggenangi tempat tinggal mereka. Bagi 
mereka laut adalah sahabat sekaligus sebagai ancaman. 
Masyarakat nelayan merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi 
social ekonomi yang memperihatinkan. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian 
sebelumnya bahwa masyarakat nelayan telah benar-benar ketinggalan jika 
dibandingkan dengan masyarakat luar yang bergerak di bidang lain. Upaya untuk 
meningkatkan taraf hidup nelayan sangatlah penting mengingat kondisi sosial 
ekonominya yang memperihatinkan (Mulyadi, 2007). 
Nelayan sebagai salah satu golongan yang termasuk miskin juga perlu 
mendapatkan perhatian. mereka merupakan masyarakat yang selalu terkungkung 
oleh kehidupan yang rendah, situasi kerja yang menoton dan dalam melakukan 
pekerjaan memerlukan fisik yang kuat.  
Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami penderitaan dan 





nelayan tradisional. Salah satu progam pembangunan yang dirancang khusus 
untuk membantu upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
pesisir adalah Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pantai). 
Seperti dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI bahwa sasaran Program 
PEMP adalah nelayan tradisional, nelayan buruh, pedagang, dan pengolah ikan 
berskala kecil, pembudidaya ikan berskala kecil, dan pengelola sarana penunjang 
usaha perikanan berskala kecil, yang mana mereka semua adalah termasuk 
kelompok sosial dalam masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan ekonomi 
(Kusnadi, 2003). 
Program PEMP sebetulnya adalah salah satu program unggulan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa pesisir secara terencana 
dan berkelanjutan. Tetapi, yang menjadi masalah di wilayah dan komunitas 
tertentu seperti desa pantai, berbagai upaya untuk memberdayakan kegiatan 
ekonomi produktif rakyat miskin atau ekonomi rakyat, sering kali gagal karena 
kompleksnya permasalahan yang membelenggu komunitas nelayan, khususnya 
nelayan tradisional. Bagi nelayan tradisional, persoalan yang dihadapi bukan 
sekadar makin ter- batasnya sumber daya laut yang bisa dieksplorasi, tetapi juga 
karena keterbatasan mereka sendiri. Yang namanya usaha perikanan yang ditekuni 
nelayan tradisional, sebagian besar umumnya masih didominasi usaha berskala 
kecil, teknologi sederhana, sangat dipengaruhi irama musim, dan hasil-hasil 
produksinya pun terbatas hanya untuk konsumsi lokal. 
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya 





kemampuan dalam beberapa hal. Pertama, memenuhi kebutuhan dasarnya, 
sehingga mereka memilki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan 
pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan  ataupun bebas 
dari kesakitan. Kedua, menjangkau sumber-sumber produktif yang 
memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh 
barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Ketiga, berpartisipasi dalam proses 
pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka (Martono, 
2012). 
Salah satu strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif individu anggota 
masyarakat adalah melalui pendekatan kelompok. Pembangunan yang ditujukan 
kepada pengembangan masyarakat, akan mudah dipahami apabila melibatkan 
agen-agen lokal melalui suatu wadah yang dinamakan kelompok. Menurut 
Sumarti et al. (2006) dikarenakan dalam melakukan beragam aktivitas 
pencaharian nafkah, setiap orang cenderung berkelompok (Tampubolon, 2012).  
Pendayagunaan sumber daya alam laut merupakan tantangan dan 
kemungkinan sangat besar untuk perkembangan perekonomian suatu daerah di 
masa yang akan datang. Hal ini antara lain disebabkan pendayagunaan sumber 
daya alam laut dan wilayah pesisir akan mempunyai peran ganda terlebih pada 
daerah perkotaan seperti kota Makassar. Di satu pihak akan menghasilkan 
lapangan kerja dipihak lain akan mendapatkan pendapatan daerah. Bagaimana 
strategi masyarakat nelayan pinggiran kota di kelurahan Buloa ini dalam 





Terlepas dari berhasil atau gagalnya beberapa program pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, Proyek Pembangunan 
Masyarakat Pesisir (PMP) atau Coastal Community Development Project (CCDP) 
merupakan proyek kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 
The International Fund for Agricultural Development (IFAD) hadir sebagai 
respon terhadap kebijakan dan strategi pemerintah yang mendukung pengentasan 
kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan 
yang berkelanjutan dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 
Community Coastal Development– Internasional Fund for Agricultural 
Development (CCD-IFAD) adalah program bantuan PBB untuk negara-negara 
ketiga yang ditujukan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat pesisir yang 
hadir untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 
Proyek Community Coastal Development– Internasional Fund for 
Agricultural Development (CCD-IFAD)  ini sangat penting karena sejalan dengan 
tema Rencana Kegiatan Pemerintah yaitu kesejahteraan rakyat, dan arah kebijakan 
yang terkait pembangunan masyarakat pesisir yang meliputi penanggulangan 
kemiskinan dan ketahanan pangan. Kegiatan prioritas adalah pemberdayaan 
masyarakat pesisir dan pengembangan usaha dengan indikator jumlah pelaku 





Proyek PMP sendiri akan dilaksanakan di Kawasan Indonesia Timur, yaitu 
di 10 Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan Country Strategic 
Opportunities Program (COSOP) – IFAD yang memfokuskan proyek di daerah 
yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.  Dengan total 180 desa yang akan 
terlibat, diestimasi sekitar 70.000 rumah tangga atau sekitar 320.000 menjadi 
target langsung / tidak langsung dari Proyek PMP ini. Diharapkan Proyek PMP 
dapat meningkatkan mutu dan daya saing masyarakat yang bergerak di sektor 
kelautan dan perikanan. 
Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar merupakan salah satu 
daerah yang dimana nelayan mendapatkan keuntungan tersendiri berupa bantuan 
dari Community Coastal Development– Internasional Fund for Agricultural 
Development CCD-IFAD untuk meningkatkan pendapatannya disamping itu 
kelompok nelayan mendapatkan pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu, peneliti ingin 
mengangkat masalah penelitian yaitu Pemberdayaan Sosial Ekonomi 
Kelompok Nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
hendak digali dalam penelitian adalah: 
1. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Community 
Coastal Development– Internasional Fund for Agricultural 
Development (CCD-IFAD) dalam pemberdayaan Sosial Ekonomi 






2. Bagaimanakah manfaat proyek Community Coastal Development– 
Internasional Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) 
terhadap keberdayaan sosial ekonomi kelompok nelayan di Kelurahan 
Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar?  
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 
1.1 Dapat mendeskripsikan proses pemberdayaan dilakukan oleh 
Community Coastal Development– Internasional Fund for 
Agricultural Development (CCD-IFAD) dalam pemberdayaan 
Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan 
Tallo Kota Makassar. 
1.2  Dapat mendeskripsikan manfaat proyek Community Coastal 
Development– Internasional Fund for Agricultural Development 
(CCD-IFAD) terhadap keberdayaan sosial ekonomi kelompok 
nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar  
2. Manfaat Penelitian  
 Manfaat dari penelitian ini yaitu: 
2.1 Semoga dapat menjadi bahan pustaka untuk pengembangan ilmu 
sosial dan ilmu politik khususnya dalam masalah masyarakat 
nelayan. 
2.2 Diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang memiliki topik yang 






TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
A. Tinjuan Pustaka 
1. Teori Perubahan Sosial  
Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan adalah perubahan pada 
lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan 
pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 
2014).  
Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-
gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai 
yang lebih kompleks. Perubahan sosial dapat dilihat dari segi terganggunya 
kesinambungan di antara kesatuan sosial walaupun keadaannya relatif kecil. 
Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek 
yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi atau komunitas, 
termasuk perubahan dalam hal budaya. 
Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena 
masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi 
karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun 
tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan yang menyangkut kehidupan 
manusia atau terkait dengan lingkungan fisik, alam, dan sosial disebut 





tidak dapat dihindari oleh siapapun. Suatu perubahan bergantung dan 
ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Perubahan dapat berarti suatu 
perkembangan yang sesuai dengan tujuan atau dapat juga tidak sesuai dengan 
yang hendak dicapai. Oleh karena itu, orang perlu mengetahui mengapa 
perubahan dapat terjadi dan mengapa masyarakat perlu menanggapi atau 
menyesuaikan dengan perubahan. 
Bentuk-bentuk perubahan social antara lain: 
a. Perubahan yang cepat (revolusi) dan perubahan yang lambat (evolusi) 
Perubahan sosial yang lambat dinamakan evolusi. Evolusi 
merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan 
rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. 
Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat 
untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru 
yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 
Perubahan sosial yang cepat dinamakan Revolusi. Revolusi 
merupakan perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan 
menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat 
(yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan). 
b. Perubahan yang kecil dan perubahan yang besar 
Perubahan Sosial yang Kecil merupakan perubahan sosial yang 
terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh 
langsung atau berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan sosial ini yaitu 





berlangsung, namun tidak akan membawa pengaruh langsung atau berarti 
bagi masyarakat. 
Perubahan Sosial yang besar merupakan perubahan sosial yang 
akan membawa pengaruh besar pada masyarakat, dimana berbagai 
lembaga-lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh. Contoh 
perubahan sosial ini yaitu hubungan kerja, sistem tanah, hubungan 
keluarga, stratifikasi masyarakat dan lain sebagainya. 
c. Perubahan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan 
Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang 
diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-
pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak 
yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang 
atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai 
pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.  
Agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah system 
social. Dalam melaksanakannya, agen of change langsung tersangkut dalam 
tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan 
pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarkatan lainnya. 
Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di 
bawah pengendalian serta pengawasan agent of change tersebut. Cara-cara 
mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan 
terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (social engineering) atau sering 





Perubahan Sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan 
merupakan perubahan sosial yang terjadi tanpa dikehendaki adanya, yang 
berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat 
menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan di dalam 
masyarakakat.  
2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu 
penelitian dari Fatma Zohra yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Ekonomi 
Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Desa 
Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe” 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi 
sosial masyarakat nelayan adalah diversifikasi pekerjaan di kalangan ibu 
rumah tangganya. Dengan melakukan diversifikasi pekerjaan, diharapkan 
sumber-sumber pendapatan nelayan semakin beragam dan akses ke sumber 
ekonomi akan semakin luas dan fleksibel. Setiap ibu rumah tangga nelayan 
untuk saling berusaha keras dan bekerja secara kolektif untuk meraih 
kehidupan yang lebih baik. 
Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti adalah terletak 
pada fokus penelitiannya, dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya 
terletak pada pemberdayaan ibu rumah tangga nelayan dan strategi-staretegi 





terhadap bagaimana  upaya pemberdayaan sosial ekonomi melaui program-
program pemberdayaan masyarakat nelayan.  
3. Konsep Pemberdayaan 
a. Pengertian Pemberdayaan 
Istilah pemberdayaan masyarakat mulai dibicarakan sekitar tahun 
90-an. Istilah tersebut kemudian menjadi pembicaraan tersendiri di dalam 
tubuh pemerintahan dan mulai disosialisasikan di dalam program-program 
turunan dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Ir. Tatag Wiranto MURP 
direktur kerjasama pembangunan sektoral Bappenas mengatakan bahwa 
program pemberdayaan masyarakat menghasilkan masyarakat yang 
berdaya bukan yang terpedaya  sehingga mereka mampu mandiri dan tidak 
tergantung pada uluran tangan bantuan orang lain (Zohra, 2008). 
Beberapa definisi pemberdayaan menurut beberapa ahli seperti 
yang dikemukakan oleh: 
Ife mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai 
proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, 
kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri 
masyarakat didalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi 
dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri 
(Martono, 2012). 
Menurut Eddy Ch Papilaya pemberdayaan masyarakat adalah 





sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan sendiri 
dari perangkap kemiskinan dan kelatarbelakangan. Pemberdayaan adalah 
upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, 
memotivasi, membangkitkan kesadaaran akan potensi yang dimiliki dan 
berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata 
(Zubaedi, 2013). 
Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, 
antarpribadi atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, 
dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki 
situasi-situasi mereka (Fahrudin, 2012). 
Pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan 
sepanjang hidup seseorang yang diperoleh dari pengalaman individu 
tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja 
dan hal tersebut juga berlaku pada suatu masyarakat, di mana dalam suatu 
komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhirdengan selesainya 
suatu program, baik program yang dilaksankan oleh pemerintah maupun 
lembaga nonpemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama 
komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri 
mereka sendiri. 
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk 
memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala 





tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan 
untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau 
kerjasama yang tidak menguntungkan. 
Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan 
sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari 
obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat 
merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat 
lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari 
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari, 
pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan 
masyarakat kelas bawah (grassroots) yang umumnya dinilai tidak berdaya. 
b. Bentuk-bentuk pemberdayaan 
Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan 
pemberdayaan mencakup dua kegiatan utama, yaitu : 
1. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan 
masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas 
pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau 
pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara 
sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan 
kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil 
pembangunan. 
2. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring 





kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan 
efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai 
dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu 
yang pasif, melainkan merupakan bagian dari sustu proses yang 
berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan 
pemanfaatannya. Karena itu fungsi-fungsi individu dalam 
organisasi menajdi kata kunci yang harus diperhatikan. 
c. Proses Pemberdayaan 
Proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus 
yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu (Adi, 2013): 
1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan yang 
tidak memberdayakan (recall depowering/empowering experiences); 
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan 
penidakberdayaan (discuss reasons for depowerment/empowerment); 
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (identify one problems 
or project); 
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan 
perubahan (identify useful power bases); 
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya 
(develop and implement action plans). 
Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman 





memiliki kekuatan (powerless). Jim ife, mengidentifikasi beberapa jenis 
kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk 
memberdayakan mereka (Zubaedi, 2012). 
1. Kekuatan atas pilihan pribadi. 
Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau 
kesempatan untuk hidup lebih baik. 
2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. 
Pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka 
untuk merumuskannya sendiri. 
3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. 
Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan 
kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya public. 
4. Kekuatan kelembagaan. 
Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas 
masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, 
keagamaan, system kesejahteraan social, struktur pemerintahan, media 
dan sebagainya. 





Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas 
dan control terhadap aktivitas ekonomi. 
6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi 
Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan 
kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi. 
Faktor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat di luar faktor 
ketiadaan daya (powerless) adalah faktor ketimpangan. Ketimpangan yang sering 
kali terjadi di masyarakat meliputi (Zubaedi, 2013): 
a. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok primer, seperti 
perbedaan kelas seperti antara orang kaya (the have) dengan orang 
miskin (the have not) dan di antara buruh dengan majikan; 
ketidaksetaraan gender; perbedaan ras maupun perbedaan etnis yang 
tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang 
dan antara kaum minoritas dengan mayoritas. 
b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan 
muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah gay-lesbi, 
isolasi geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan). 
c. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang 
yang dicintai, persoalan pribadi, dan keluarga. 
Oleh karena itu, kegiatan merancang, melakasanakan dan mengevaluasi 
program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah 





sosial. Dalam konteks ini, perlu di klarifikasi apakah akar penyebab 
ketidakberdayaan berkaitan dengan factor kelangkaan sumber daya atau faktor 
ketimpangan, ataukah kombinasi antara keduanya. 
Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat 
yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi.  
Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang 
dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa 
memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan 
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.  
Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi social dan politik yang dilakukan 
perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. 
Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran 
yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. 
Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi 
masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. 
Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa ”proses 
pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan 
yang mene-kankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, 
kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya 
(http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html). 
Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan 





kecenderungansekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau 
memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 
menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. 
Menurut Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: 
1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan 
(mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) 
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri 
3. Memiliki kekuatan untuk berunding 
4. Emiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan 
kerjasama yang saling menguntungkan, dan  
5. Bertanggungjawab atas tindakannya. 
Slamet (2003) dalam (http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-
masyarakat-pengertian.html) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud 
dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham 
termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu 
bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani 
mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu 
bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan 
masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara 
berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara 
bertanggungjawab. 





Pemberdayaan sosial adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses 
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 
yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan 
menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan 
sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial seperti 
memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
pencaharian, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya 
(minimal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar  yaitu: tingkat pendidikan, 
kondisi rumah, MCK, penerangan, dan kebutuhan air minum) (Zohra, 2008). 
3.2 Pemberdayaan Ekonomi 
Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 
proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 
individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka 
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 
sebuah perubahan ekonomi; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya yang bersifat ekonomis, mempunyai mata pencaharian, 






4 Konsep Kelompok Nelayan 
Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup 
bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara 
lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu 
kesadaran untuk saling menolong (Soekanto, 2014:102). 
Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya 
tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan 
ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah 
lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Mulyadi, 2007:7). 
Kelompok Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut Pokmas Pesisir 
adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan 
melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha 
lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan. 
Sesungguhnya, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari 
beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat 
dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan 
nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja, dengan alat 
tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang 
memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan 
perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam 





Himpitan ekonomi yang terus menerus mengililingi kehidupan keluarga 
nelayan kecil menyebabkan kondisi kemiskinan tidak bisa lepas dari kehidupan 
keluarga nelayan, mereka harus bertahan ditengah keterbatasan ekonomi yang 
melanda keluarga mereka.  
Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang bagi 
keluarga nelayan kecil ke arah kehidupan yang sejahtera, menurut Bagong 
Suyanto ada dua cara yang dapat dilakukan oleh keluarga nelayan kecil, pertama 
dengan cara mendorong nelayan kecil (tradisional) menjadi nelayan modern, 
kedua, menfasilitasi nelayan kecil agar lebih berdaya dan mempunyai kemampuan 
penyangga ekonomi keluarga yang rentan terhadap krisis ekonomi. Pilihan mana 
yang diambil dari dua jalan di atas, sudah barang tentu sangat tergantung kepada 
kemampuan sumber daya pemerintah dan sumber kondisi internal nelayan 
tradisional yang bersangkutan (Mulyadi, 2007:8). 
Adaptasi merupakan tingkah laku penyesuaian (behavioral adaptation) dia 
menunjuk pada tindakan. Dalam hal ini, adaptasi dikatakan sebagai tingkah laku 
strategis dalam upaya memaksimalkan kesempatan hidup. Oleh karena itu, salah 
satu kelompok adaptasi dapat memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Akan 
tetapi, bagi kelompok yang lain kemungkinan akan dapat menghancurkannya. 
Adaptasi terhadap lingkungan tersebut merupakan tingkah laku yang diulang-
ulang, hal ini akan menimbulkan terjadinya dua kemungkinan. Pertama, adalah 
tingkah laku meniru yang berhasil sebagaimana yang diharapkan. Kedua, adalah 
mereka tidak melakukan peniruan karena yang terjadi di anggap tidak sesuai 





terjadinya penyeseuaian individu terhadap lingkungannya atau terjadi penyesuaian 
dengan keaadaan lingkungan pada diri individu (Mulyadi, 2007). 
Pada masyarakat nelayan, pola adaptasinya menyesuaikan dengan 
ekosistem lingkungan fisik laut dan lingkungan sosial disekitarnya. Bagi 
masyarakat yag bekerja ditengah-tengah lautan, lingkungan fisik laut sangatlah 
mengendung banyak bahaya. Dalam banyak hal bekerja dilingkungan laut sarat 
dengan resiko. Karena pekerjaan nelayan adalah memburu ikan, hasilnya tidak 
dapat ditentukan kepastiaanya, semuanya hampir serba spekulatif. Masalah resiko 
dan ketidak pastian terjadi karena laut adalah wilayah yang dianggap bebas untuk 
dieksploitasi. 
Adanya resiko dan ketidakpastian ini disarankan untuk disiasati dengan 
mengembangkan pola-pola adaptasi berupa perilaku ekonomi yang spesifik yang 
selanjutnya bepengaruh pada pranata ekonominya. Pola-pola adaptasi yang 
menonjol adalah pembagian resiko dalam bentuk pola bagi hasil pendapatan dan 
kepemilikan kolektif serta mengutamakan hubungan patronage dalam aktifitas 
kerja. Hubungan patronage di dalam kemunitas masyarakat nelayan diharapkan 
dapat menanggulangi kesulitan dan krisis ekonomi keluarga yang dihadapinya, 
terutama pada saat paceklik (musim angin barat atau tidak melaut). Hal ini 
disebabkan karna lembaga ekonomi formal yang ada, seperti bank dan koperasi 
ternyata tidak terjangkau oleh kalangan nelayan. Gagalnya peranan lembaga ini 
dimungkinkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural dari kondisi sosial 
budaya masyarakat nelayan. Di samping itu, sistem yang berjalan ternyata lebih 





Untuk mengatasi kesulitan modal, masyarakat nelayan disarankan untuk 
mengembangkan suatu mekanisme tersendiri, yaitu sistem modal bersama (capital 
sharing). Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama diantara nelayan dalam 
pengadaan modal, juga menunjukkan terjadinya “atas pemerataan resiko” karena 
kerugian besar yang dapat terjadi setiap saat, seperti perahu hilang atau rusaknya 
alat tangkap, akan dapat ditanggung bersama. 
Pemerataan resiko juga akan terjadi melalui pemberian upah secara bagi 
hasil, ini memungkinkan kelompok kerja nelayan dapat menikmati keuntungan 
ataupun kerugian secara bersama-sama. Pada masyarakat nelayan yang 
mengembangkan pola pemilikan individu, sistem bagi hasil, pada kenyataannya 
dapat mendorong terjadinya akumulasi modal hanya pada kelompok kecil 
tertentu. Sebaliknya masyarakat nelayan yang mengembangkan pemilikan 
kolektif, memungkinkan lebih besarnya perolehan pendapatan. Meskipun 
demikian, pola pembagian resiko ini akan tetap tumbuh dan berkembang dalam 
organisasi kenelayanan, terutama ketika pendapatan ekonomi nelayan masih tidak 
teratur. 
Pembangunan pada dasarnya bukanlah sebagai sesuatu yang dilakukan 
melalui berbagai tindakan ataupun melalui keahlian-keahlian yang diperoleh, 
melainkan sebagai sesuatu yang dipelajari. Belajar yang dimaksud di sini adalah 
peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, 
tidak hanya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, melainkan juga untuk 
mengarahkan perubahan menuju tujuan – tujuan masyarakat. Hal ini melibatkan 





yang selama ini dianut oleh kalangan masyarakat nelayan tradisional sebagai satu 
– satunya tanggapan yang relevan bagi penindasan dan ketidakberdayaan yang 
telah berlangsung selama bertahun – tahun. Hal itu juga melibatkan proses belajar 
bahwa para nelayan memiliki berbagai hak dan belajar mengetahui hak – hak 
tersebut. Belajar bahwa masyarakat nelayan mempunyai hak maupun 
kemungkinan untuk memanfaatkan berbagai kesempatan baru. Proses belajar, 
sebagai komunitas, untuk mengorganisasikan diri demi pencapaian berbagai 
tujuan yang sebelumnya barangkali tidak merupakan bagian dari kehidupan 
nelayan tradisional, dan proses belajar, sebagai suatu masyarakat, untuk 
melakukan berbagai koreksi menyangkut arah perkembangan pada waktu – waktu 
yang tepat. 
Proses jalannya perubahan sendiri dapat dibagi menjadi dua arus besar. 
Pertama, arus yang mencakup aliran yang bersasal dari proses pembangunan itu 
sendiri yaitu dari dampak ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dari pola 
pertumbuhan yang tidak mutlak dan dari penyusupan berbagai budaya dan nilai 
asing kedalam masyarakat tradisional. Kedua, dalam arus kedua terdapat berbagai 
perubahan dalam konteks nasional maupun internasional, dimana pembangunan 
berlangsung, termasuk kenaikan kepadatan penduduk, peningkatan kesadaran 
politik, perkembangan system komunikasi internasional, migrasi penduduk dalam 
skala besar maupun perubahan mencolok dari gaya serta kondisi hidup (Mulyadi, 
2007). 
Kedua arus perubahan tersebut menimbulkan berbagai kebutuhan 





menuntut penguasaan berbagai keahlian yang memungkinkan pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern secara kontruktif dan penyesuaiannya secara 
tepat dengan berbagai kebutuhan sosial. 
5 Community Coastal Development - Internasional Fund for Agricultural 
Development (CCD-IFAD) 
Community Coastal Develpoment - Internasional Fund for Agricultural 
Development (CCD-IFAD) atau disebut Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir 
(PMP) merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD 
berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam 
hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan  
2012.  
Proyek tersebut sebagai respon langsung terhadap kebijakan dan prakarsa 
Pemerintah Indonesia, yang mencerminkan  kebijakan pemerintah, khususnya 
KKP untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan 
ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan yang sejalan dengan kebijakan 
dan program IFAD. Proyek ini melibatkan kerjasama pemerintah, baik pada 
tingkat nasional maupun kabupaten atau kota dalam hal pendanaan proyek. 
Pendanaannya menggabungkan pinjaman IFAD dengan persyaratan tertentu yang 
bersumber dari dana bantuan Pemerintah Spanyol yang dikelola oleh IFAD, 
pinjaman dan juga hibah dari IFAD, APBN, APBD, serta 
kontribusi inkind masyarakat pesisir terkait, yang kesemuanya berjumlah total 





Ada empat alasan mengapa proyek ini diajukan 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengapa IFAD harus 
mempertimbangkan untuk mendanainya, yaitu:  
1. Masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau kecil pada umumnya 
termasuk kelompok masyarakat miskin sampai sangat miskin;  
2. Banyak masyarakat yang memiliki motivasi dan berkomitmen untuk 
memperbaiki tingkat ekonomi mereka dan bertanggung jawab dalam 
pembangunan;  
3. Adanya peluang-peluang ekonomi yang baik dengan potensi pasar 
yang kuat terutama untuk produk kelautan dan perikanan yang bernilai 
tinggi; dan  
4. Secara konsisten mendukung kebijakan dan prioritas pemerintah. 
Proyek ini juga akan merespon pentingnya mengatasi masalah 
degradasi sumberdaya alam dan perubahan iklim serta memberi 
pengalaman kepada pemerintah dalam mereplikasi dan merencanakan 
kegiatan yang lebih baik lagi (scaling up). 
Semua lokasi Proyek terletak di kawasan timur Indonesia. Hal ini sesuai 
dengan Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) dari IFAD untuk 
memfokuskan proyek pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. 
Proyek ini terkonsentrasi pada sejumlah kabupaten/kota tertentu yang memiliki 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kondisi sosial/budaya 
beragam, yang merupakan masyarakat miskin namun memiliki potensi sumber 





Tiga belas kabupaten/kota, dalam 10 propinsi, telah terpilih untuk menjadi 
lokasi proyek ini berdasarkan keberhasilan daerah dalam berpartisipasi melakukan 
kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sebelumnya. Hal ini termasuk 
komitmen dan dukungan keuangan pemerintah kabupaten/kota tersebut untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan 
potensinya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil produk kelautan dan 
perikanan lainnya, dan meningkatkan kegiatan dari proyek tersebut untuk 
dideseminasi ke kabupaten/kota lainnya. Kabupaten/kota yang terpilih menjadi 
lokasi Proyek PMP mewakili berbagai karakteristik kabupaten/kota dari Indonesia 
bagian timur, dimasa yang akan datang kabupaten/kota tersebut diharapkan 
menjadi contoh atau tempat pembelajaran dalam memprakarsai sejenis proyek 
pembangunan masyarakat pesisir lainnya.  
Pemanfaatan beragam sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 
memungkinkan proyek ini untuk memperkenalkan proses yang berbedabeda 
terhadap pengelolaan sumber daya, yang dikombinasikan dengan pembangunan 
ekonomi yang berkesinambungan untuk budidaya ikan, penangkapan ikan, 
pengolahan, pemasaran dan kegiatan kelautan dan perikanan lainnya. Dari setiap 
kabupaten/kota, akan dikembangkan 15 desa/kelurahan pesisir. Dari 15 
desa/kelurahan tersebut telah dipilih 9 desa/kelurahan berdasarkan kriteria, antara 
lain: (i) tingkat kemiskinan tiap lokasi minimal 20%; (ii) motivasi dan kesuksesan 
berpartisipasi dalam program-program sebelumnya; (iii) potensi untuk produksi 
dan pertambahan nilai (value added) kelautan dan perikanan; dan (iv) 





pulau. Sisanya 6 desa akan dipilih pada tahun ketiga jika 9 desa sebelumnya telah 
berhasil. Dengan demikian sasaran Proyek PMP ini mencakup 180 
desa/kelurahan, yang akan dibina selama 5 tahun kegiatan. Diperkirakan sebanyak 
660 rumah tangga akan ikut terlibat dalam proyek di setiap desa, dan sekitar 60% 
akan terlibat langsung ataupun tidak langsung seperti kegiatan penangkapan dan 
pembudidayaan ikan dan kegiatan berbasis kelautan dan perikanan lainnya. 
Sehingga total sebanyak 70.000 rumah tangga atau 320.000 orang sebagai sasaran 
dari proyek ini. 
 
B. Kerangka Konseptual 
Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, 
mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 
keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Dalam melakukan 
pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang 
tertinggal. 
Hermanto (1989), mengatakan bahwa secara garis besar ada beberapa 
faktor penyebab kemiskinan masyarakat nelayan yaitu (1) kurangnya sarana 
prasarana penunjang (2) rendahnya penerapan teknologi perikanan (3) lemahnya 
kelembagaan masyarakat dan (4) lemahnya sumberdaya keluarga nelayan 
(Sipahelut, 2010). Kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan 
kelembagaan merupakan satu strategi untuk mengatasinya. Tujuan yang akan 
dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial 





optimal, akses sumberdaya semakin mudah diperoleh, kelangsungan hidup 
sumberdaya lingkungan terpelihara, dan dinamika ekonomi kawasan pesisir 
berkembang. 
Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin 
tergantung pada berbagai program pemberian bantuan pemerintah. Dengan 
demikian tujuan akhirnya adalah untuk memandirikan masyarakat, memampukan 
dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik 
secara berkesinambungan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menggambarkan  bagaimana 
proses atau tahapan program Community Coastal Develpoment - Internasional 
Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) dalam memberdayakan 
kelompok nelayan dan untuk mendeskripsikan bagaimana manfaat yang dirasakan 
kelompok nelayan setelah adanya program tersebut. Sebagaimana alur skema 








Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian 



















Pada bab ini akan dijelaskan gambaran metode penelitian yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini,  penulis membaginya menjadi enam bagian, 
Pertama adalah tipe dan dasar penelitian serta alasan mengapa penelitian ini 
menggunakan tipe dan dasar tersebut. Kedua, mengenai lokasi dan waktu 
penelitian, menjelaskan waktu penelitan dan mengapa penelitian ini dilakukan 
di lokasi  tersebut. Ketiga adalah informan penelitian, menjelaskan teknik 
penentuan informan dan bagaimana karakteristik penentuan informan. 
Keempat adalah teknik pengumpulan data, menjelaskan bagaimana bentuk 
data yang dikumpulkan dalam peneltian ini teknik pengumpulannya. Dan 
kelima adalah teknik analisis data, menjelaskan teknik penarikan kesimpulan. 
Berikut penjabarannya: 
A. Jenis dan Dasar Penelitian  
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau peistiwa. 
Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi sosial 
tertentu. Jenis penelitian ini secara umum hanya membuat gambaran atas 
permukaan data yang di lapangan hingga memperhatikan proses-proses 
kejadian secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan.  
Dasar pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus 





menggunakan wawancara mendalam serta observasi. Studi kasus meliputi 
analisis mendalam dan kontekstual dimana sifat dan defenisi masalah yang 
terjadi adalah serupa dengan masalah yang dialami saat ini. Study kasus pada 
dasarnya mempelajari secara intern seorang individu atau kelompok yang 
mengalami kasus tersebut. Dasar penelitian ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran rinci dari suatu fenomena. Yang dipentingkan dalam 
strategi penelitian ini adalah kedalaman pemahamannya. Penelitian dengan 
study kasus lebih menekankan kepada setting alami (kondisi alamiah) yang 
ada di masyarakat (Noor, 2011). 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di RW 2 dan RW 5 Kelurahan Buloa 
Kecamatan Tallo Kota Makassar. Pemilihan lokasi dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang 
strategis untuk melakukan penelitian karena di daerah tersebut terdapat 
masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan dari program CCD-IFAD. 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai 23 Juni 
2016. Pada waktu tersebut peneliti melakukan wawancara di lokasi penelitian, 
pada dasarnya peneliti akan melakukan proses penelitian yang pertama di 
kelompok nelayan Rajungan II sekaligus ketua VWG pada bulan Mei akan 
tetapi dikarenakan proses perizinan untuk melakukan penelitian yang 
prosesnya begitu lama dari bulan Mei dan baru bisa melakukan penelitian 
pada awal bulan Juni, maka dari itu peneliti memulai penelitian pertama di 





Rajungan Buloa, selanjutnya peneliti mewawancara Kelompok Nelayan Baji’ 
Pa’mai. Lalu berlanjut ke RW 2 yang terdapat empat kelompok nelayan yaitu 
Kelompok Nelayan Pukat Ikan Tenggiri, Kelompok Nelayan Pukat Ikan 
Layang, Kelompok Nelayan Pukat Ikan Sunu dan Kelompok Nelayan Ikan 
Titang. 
C. Informan Penelitian 
Informan penelitian pada penelitian ini ditentukan dengan 
menggunakan prosedur purposive sampling adalah salah satu strategi 
menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu 
menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria 
terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. 
Yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu 8 nelayan 
penerima bantuan proyek Community Coastal Development– Internasional 
Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) di Kelurahan Buloa 
Kecamatan Tallo Kota Makassar yang tergabung dalam 7 kelompok 
nelayan. 
1. Kelompok Rajungan II sekaligus Ketua VWG : Jafar (Ketua) 
2. Kelompok Rajungan Buloa : Sila (Bendahara) 
3. Kelompok Baji’ Pa’mai  : Rahman (Ketua) 
4. Kelompok Pukat Ikan Tenggiri : Jamaluddin (Ketua) 
5. Kelompok Pukat Ikan Sunu : Muhajji 





7. Kelompok Ikan Titang  : Syamsuddin (Ketua) 
8. Kelompok Baji’ Pa’mai  : Mariso (Anggota) 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data kalau digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi 
dua yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang 
akan diteliti; data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau 
institusi tertentu, seperti Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian, dan lain-
lain (Suyanto dan Sutinah, 2011). 
1. Data Primer 
Data primer diperoleh dari informan nelayan melalui observasi 
dan kuesioner. 
1.1 Observasi 
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu 
dengan panca indra lainnya (Bungin, 2011). 
Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan 
data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 
mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti setting 
tempat, peristiwa, situasi atau kondisi lapangan. 
1.2 Wawancara Mendalam (in-depth interview) 
Metode wawancara merupakan suatu metode untuk 





atau mengajukan pertanyaan secara langsung (face to face) kepada 
informan yang diperlukan dan dikehendaki peneliti. Hal ini secara jelas 
dimaksudkan agar penelitian bisa memperoleh keterangan, kerangka 
umum pendapat informan mengenai masalah penelitian yang hendak 
dikaji. Jadi jelas bahwa wawancara digunakan untuk mencari atau 
mengumpulkan data lewat informasi yang didapat dari informan secara 
langsung. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait dengan 
penelitian ini seperti Kantor Lurah Buloa dan dari berbagai sumber 
kepustakaan. Data sekunder juga biasanya berasal dari data primer yang 
sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder ini meliputi catatan 
atau foto saat peneliti  berada di tempat penelitian. 
Berikut data sekunder yang diperoleh pada masa penelitian;  
1. Buku pedoman teknis CCD-IFAD  
2. Buku pedoman CCD-IFAD Kelurahan Buloa 
3. Profil Kelurahan Buloa Tahun 2014 
4. Kecamatan Tallo dalam Angka Tahun 2014 
5. Referensi dari buku-buku dan laporan peneltian sebelumnya, 
yang akan ditulis dalam daftar pustaka. (Terlampir)  





Analisa data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan secara berulang 
dan terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, karena yang 
diteliti adalah proses. Untuk itu dalam mengumpulkan data selalu dilengkapi 
dengan pembuatan catatan lapangan. Catatan lapangan ini bertujuan mencatat 
informasi hasil wawancara, hasil pengamatan yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. Maka data dianalisis dengan menggunakan model analisis 
interaktif dari Matthew Milles dan Huberman (1992). Prosedurnya adalah 
seperti terungkap di bawah ini: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data, 
menyederhanakan data, serta transformasi data kasar yang muncul dari 
hasil catatan lapangan mengenai stategi keberlangsungan hidup 
nelayan. Reduksi berjalan secara terus menerus, baik pada saat 
pengumpulan data maupun setelah kegiatan pengumpulan data. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data dilakukan dengan memaparkan sekumpulan 
data atau informasi mengenai strategi keberlangsungan hidup dalam 
bentuk teks naratif yang disusun, diatur, dan diringkas sehingga mudah 
dipahami. Sajian data ini dilakukan dengan membuat tabel dengan 
tujuan untuk mempertajam pemahaman penulis terhadap informasi 
yang diperoleh. 





Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dan bertahap 
dari kesimpulan sementara sampai pada simpulan akhir. Tim penulis 
bersikap terbuka terhadap kesimpulan yang didapat sebelumnya. 
Kesimpulan dapat berupa pemikiran yang timbul ketika menulis 
dengan melihat kembali fieldnote atau catatan lapangan dan 
membandingkan dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, 
sehingga kesimpulan yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. 
Ketiga proses tersebut atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan membantu dalam pengolahan data yang sesuai dengan 
tujuan penelitian. Kesimpulan dan verifikasi dilaksanakan selama 
penelitian, dilakukan dengan meninjau ulang catatan selama di 
lapangan, dan wawancara kembali dengan informan kunci. Apabila 
terjadi kesalahan data yang mengakibatkan kesimpulan tidak sesuai, 















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Kondisi Geografis 
Kelurahan Buloa  merupakan salah satu daerah yang berada dalam 
kawasan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Secara 
geografis, Kelurahan Buloa berada di perbatasan antara daratan dan lautan, 
Kelurahan Buloa juga menjadi jalur dari sungai Tallo. Kelurahan ini memiliki 
akses langsung pada ekosistem pantai. 
Kelurahan Buloa sebagai salah satu kelurahan pesisir di Kota Makassar 
memiliki karakteristk yang tdak jauh berbeda bahkan hampir sama dengan 
beberapa kelurahan yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar. Persamaan 
tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada karakteristk 
ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, Kelurahan Buloa berada di 
perbatasan antara daratan dan lautan, Kelurahan Buloa juga menjadi jalur dari 
sungai Tallo. Kelurahan ini memiliki akses langsung pada ekosistem pantai. 
Kondisi geografis-ekologis desa pesisir mempengaruhi aktvitas ekonomi di 
dalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktvitas pemanfaatan 
sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktvitas ekonomi mencakup perikanan, 
perdagangan, dan transportasi 
Kelurahan Buloa merupakan salah satu kelurahan hasil pemekaran dari 
Kelurahan Tallo. Disebut Kelurahan Buloa karena pada zaman dahulu daerah 
tersebut terdapat banyak pohon bambu (bulo) sehingga kampung tersebut diberi 





lepas dari sejarah Kerajaan Tallo. Di tempat ini terdapat  makam Sultan Malik 
Saleh salah satu penyiar agama islam dikenal dengan nama Timungan Lompoa 
(Pintu Masuk) Kerajaan Tallo pada waktu itu. 
Kelurahan Buloa merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah 
pemerintahan Kecamatan Tallo, Daerah Tingkat II Kota Makassar yang terletak di 
sebelah Barat pesisir pada wilayah pemerintahan Kota Makassar. Luas Wilayah 
Kelurahan Buloa ± 0,61 Km2 yang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 27 RT. 
Dari ibu Kota Kecamatan Kelurahan Buloa berjarak sekitar 1 Km. Kelurahan 
Buloa merupakan salah satu kelurahan pesisir di Kota Makassar.  
Posisi geografis kantor kelurahan terletak di S 05 o06’32,4” dan E 119 
o26’09,1”, dengan batas-batas wilayah :  
 Sebelah Utara : Kelurahan Tallo Kec. Tallo  
 Sebelah Selatan : Kelurahan Kaluku Bodoa Kec. Tallo  
 Sebelah Barat : Kelurahan Kaluku Bodoa Kec. Tallo  
 Sebelah Timur : Kelurahan Parangloe Kec. Tamalanrea 
B. Keadaan Demografi 
1. Penduduk 
Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah 
yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu 
sama lain secara terus menerus. Jumlah penduduk Kelurahan Buloa pada 
tahun 2014 sebanyak 7.622  jiwa yang terdiri dari 3.781 jiwa perempuan 







Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 




Sumber: BPS Kota Makassar 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis 
kelamin Laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin 
Perempuan atau penduduk berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 3.841 
orang dan penduduk berjenis kelamin Perempuan sebanyak 3.781 orang 
sehingga jumlah total penduduk sebanyak 7.622 jiwa.  dengan 1.644 
kepala keluarga. 
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur  
NO. Kelompok Umur 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 0-4       437  417 854 
2 5-9 381 338 719 
3 10-14 347 315 662 
4 15-19 356 384 740 
5 20-24 452 423 876 
6 25-29 393 370 763 
7 30-34 346 347 693 
8 35-39 289   264 554 
9 40-44 205   200 405 
10 45-49   185 179 364 
11 50-54   137  123 260 
12 55-59   100  103   203 





14 64 Keatas   142  199 341 
Jumlah Total 3.841 3.781 7.622 
Dari tabel diatas nampak bahwa penduduk digolongkan dalam 
kelompok kerja belum produktif (0-15 tahun) , produktif (16-60 tahun) 
dan kurang produktif (60 tahun keatas). Dari hasil yang diperoleh angka 
tertinggi pada kelompok umur produktif yaitu sebesar 4.858 jiwa, umur 
belum produktif yaitu sebesar 2.235 jiwa. Sedangkan terkecil adalah 
kelompok umur kurang produktif yaitu sebesar 529 jiwa. Komposisi umur 
produktif yang besar menunjukkan bahwa di Kelurahan Buloa Kecamatan 
Tallo Kota Makassar tersedia tenaga kerja produktif cukup banyak. 
2. Pendidikan 
Peranan pendidikan bagi suatu negara/daerah sangat menentukan, 
dalam mencapai suatu kemajuan di suatu negara bidang kehidupan, 
utamanya peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Dengan menyempurnakan 
kemaampuan untuk memperoleh dan menggunakan informasi, maka 
pendidikan memperdalam pemahaman seseorang atas diri pribadinya dan 
lingkungannya, memperkaya kecerdasan pikiran dengan memperluas baik 
konsumen, produsen, maupun sebagai warga negara.  
Dengan keterbatasan pendidikan dapat berakibat rendahnya 
kecerdasan hal ini merupakan tendensi masyarakan untuk senantiasa hidup 
statis. Jadi dalam hal ini pendidikan itu mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terhadap usaha peningkatan taraf hidup masyarakat.  
Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu 





pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan lewat pendidikan yang berkuaitas 
pula. Salah satiu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan 
masyarakat dapat dilihat dari pendidikan yang telah, sedang dicapai oleh 
penduduk.  
Tingkat pendidikan penduduk kelurahan Buloa pada tahun 2013 
berdasarkan data Kecamatan tallo dalam Angka Tahun 2014 disajikan 
dalam tabel berikut: 
 
Tabel 4.3 





1. Buta Akasara 68 
2. Tidak tamat SD 285 
3. SD 1031 
4. SMP 897 
5. SMA 1152 
6. Strata Satu (S1) 381 
  Sumber: BPS Kota Makassar 
 
Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Buloa menunjukkan 
bahwa tamatan SMA menduduki peringkat pertama dengan jumlahnya 
sebanyak 1152 orang. Jumlah penduduk yang buta huruf relatf kecil yakni 





di Kelurahan Buloa masih rendah karena masih didominasi oleh tingkat 
pendidikan rendah. Tidak terdapanyat fasilitas pendidikan di Kelurahan 
Buloa merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat 
pendidikan penduduk. 
3. Ekonomi 
Adapun keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Buloa 
sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani/Nelayan. Selain itu, 
ada juga buruh, pegawai negeri/swasta, pengusaha, perdagangan, dan 
TNI/Polri. Keadaan ekonomi penduduk Kelurahan Buloa dapat dilihat 
menurut mata pencahariannya, lebih jelasnya pada tabel berikut:  
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
No. Lapangan Usaha Jumlah 
1 Pertanian/Nelayan          324 
2 Pegawai/Karyawan 82 
3 Pengusaha 63 
4 Perdagangan 53 
5 Buruh 366 
6 TNI/POLRI 24 
Jumlah 912 





Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk di Kelurahan 
Buloa memiliki keragaman dalam mata pencaharian. Tetapi lebih 
didominasi dengan mata pencaharian pertanian/nelayan dan buruh. 
Tabel 4.5 







1 Pra Sejahtera 740 KK 
2 Sejahtera I 409 KK 
3 Sejahtera II 186 KK 
4 Sejahtera III 114 KK 
5 Sejahtera III Plus 50 KK 
       Sumber: BPS Kota Makassar 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keluarga pada 
tingkat keluarga pra sejahtera masih sangat tinggi yaitu sebanyak 740 KK, 
sejahtera I sebanyak 409 KK, Sejahtera II sebanyak 186 KK, sejahtera III 
sebanyak 114 KK, sedangkan paling rendah yaitu sebanyak 50 KK. Tingkat 
Kesejahteraan penduduk di Kelurahan Buloa masih di dominasi dengan 
keluarga pra sejehtera ini menunjukkan bahwa di Kelurahan tersebut masih 
banyak keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. 
4. Kesehatan 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 





Kesehatan sangatlah erat kaitannya dengan kesejahteraan, semakin baik 
kondisi kesehatan seseorang maka tingkat produktifitasnya juga akan 
semakin baik. Keadaan seperti ini harus didukung pula dengan fasilitas 
kesehatan, seperti yang digambarkan dibawah: 
Tabel 4.6  
Sarana Kesehatan 
Sarana kesehatan Jumlah Dokter praktek 
Rumah Sakit - - 
Puskesmas - - 
Pustu 1 2 
Rumah Bersalin 1 3 
Posyandu 3 - 
    Sumber: BPS Kota Makassar 
Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sarana pelayanan 
kesehatan di daerah ini kurang baik. Karena di daerah ini tidak terdapat 
Puskesmas yang merupakan unit pelayanan teknis dinas (UPTD) kesehatan 
kabupaten/kota yang bertanggungjawab melakukan pembangunan 
kesehatan disuatu wilayah, dan hanya terdapat Pustu (Puskesmas 
Pembantu) yaitu unit pelayanan yang sederhana dan ruang lingkup wilayah 
yang lebih kecil dan derajat kecanggihan lebih rendah dibandingkan 
Puskesmas.  
5. Sosial Budaya 
Mayoritas penduduk Kelurahan Buloa menggunakan bahasa 





menggunakan bahasa Bugis. Wilayah pesisir pantai Kelurahan Buloa 
dihuni oleh mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Dapat 
dilihat dari jumlah masjid yang ada di Kelurahan Buloa sebanyak 6 
Masjid. Sebagai penduduk yang bermukim di daerah pesisir  yang tdak 
terlalu luas membuat hubungan kekeluargaan sangat dekat, ini membuat 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab V merupakan data yang telah terhimpun selama peneliti 
melaksanakan penelitian yaitu dimulai pada tanggal 23 Mei-23 Juni di lokasi dan 
fokus penelitian, Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar. Yang 
dimaksud data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari 
jawaban para informan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi 
langsung di lapangan sebagai media yang di gunakan untuk pengumpulan data.  
Dari data yang ditemukan, diperoleh beberapa jawaban mengenai beberapa 
hal dan sekaligus menjawab beberapa rumusan masalah pada penelitian ini. 
Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pemberdayaan yang dilakukan 
oleh CCD-IFAD dalam pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan di 
Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar dan Manfaat proyek CCD-
IFAD terhadap keberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan di Kelurahan 
Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
A. Profil Informan 
1. Jafar 
Umur 49 Tahun. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Memiliki 4 
orang anak. Dia menjabat sebagai Ketua Kelompok Nelayan Rajungan II 
sekaligus Ketua Kelompok Kerja Desa/Village Working Group (VWG). 
Kelompok Rajungan II terbentuk tahun 2014. Adapun jumlah anggota 








Umur 52 Tahun. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Memilki 
4  orang anak, dan dua orang anaknya bekerja sebagai buruh di salah satu 
pabrik. Dia menjabat sebagai Bendahara Kelompk Nelayan Rajungan 
Buloa. Kelompok Nelayan Rajungan Buloa dibentuk pada tahun 2014. 
Jumlah anggota kelompok Rajungan Buloa terdiri dari 10 orang. 
3. Rahman 
Umur 34 Tahun. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Memilki 
2  orang anak. Dia menjabat sebagai Ketua Kelompok Nelayan Baji’ 
Pa’mai. Kelompok Nelayan Baji’ Pa’mai terbilang kelompok terbaru 
karena dibentuk pada tahun 2015. Jumlah anggota kelompok Nelayan 
Baji’ Pa’mai’ terdiri dari 10 orang. 
4. Jamaluddin 
Umur 42 Tahun. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). 
Memiliki 4 orang anak. Dia menjabat sebagai Ketua Kelompok Nelayan 
Pukat Ikan Tenggiri. Kelompok Pukat Ikan Tenggiri terbentuk pada tahun 
2012. Adapun jumlah anggota Kelompok Nelayan Pukat Ikan Tenggiri 
terdiri dari 9 orang. Kelompok ini mendapatkan tambahan bantuan karena 
memiliki rincian laporan keuangan yang baik. 
5. Muhajji 
Umur 52 Tahun. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Dia 





nelayan Pukat Ikan Sunu terbentuk pada tahun 2012. Adapun jumlah 
anggota Kelompok Nelayan Ikan Tenggiri terdiri dari 9 orang. Kelompok 
ini juga mendapatkan tambahan bantuan karena memiliki rincian laporan 
keuangan yang baik. 
6. Muh. Kasim 
Umur 43 tahun. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Memilki 
3 orang anak. Dia merupakan ketua kelompok Nelayan Pukat Ikan 
Layang. Kelompok Nelayan Pukat Ikan Layang dibentuk pada tahun 2012. 
Dengan jumlah anggota 7 orang. 
7. Syamsuddin  
Umur 45 tahun. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Memilki 
5 orang anak. Dia merupakan ketua kelompok Nelayan Pukat Ikan Titang. 
Kelompok Nelayan Pukat Ikan Titang dibentuk pada tahun 2014. Dengan 
jumlah anggota 8 orang 
8. Mariso 
Umur 45 Tahun. Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD). 









B. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan di Kelurahan Buloa, 
Kecamatan Tallo, Kota Makassar. 
Proses pemberdayaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh CCD-
IFAD di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Kota Makassar melalui beberapa 
tahapan kegiatan antara lain sebagai berikut :  
1. Sosialisasi Program 
Dalam kegiatan sosialisasi program dijelaskan bahwa pemberdayaan 
sosial ekonomi nelayan terdiri dari tiga komponen dan bebarapa tahapan 
kegiatan. Komponen dan tahapan kegiatan tersebut tertuang di dalam Design 
Completion Report CCD-IFAD No. 2715-ID Bulan Agustus 2012 dan 
Financing Agreement CCD-IFAD tanggal 23 Oktober 2012. Berikut 
komponen kegiatan CCD-IFAD: 
Komponen 1 meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan 
pengelolaan sumber daya pesisir. Komponen ini merupakan inti dari proyek 
atau program dan menyediakan dana yang jumlahnya sekira dua pertiga dari 
investasi proyek. Semua kegiatan dipusatkan pada masyarakat pesisir sasaran 
dan didorong oleh proses partisipatif dan penentuan desa/kelurahan prioritas 
untuk pembangunan kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan sumber 
daya pesisir secara berkelanjutan. 
Komponen 2 meliputi pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan 
perikanan. Komponen ini membangun kapasitas pemerintah kabupaten/kota 
sasaran untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 





inovasi, keterampilan dan kepemimpinan dan (ii) dukungan untuk 
pembangunan rantai pasok (value chain) berdasarkan kegiatan ekonomi 
kelautan dan perikanan. 
Pengelolaan Proyek merupakan komponen ketiga yang mencakup 
kegiatan koordinasi pelaksanaan program di tingkat pusat melalui Kantor 
Pengelola Proyek (PMO) yang berbasis di Ditjen KP3K KKP, layanan 
konsultan terkait, berikut pelatihan, pemantauan dan evaluasi dan penyusunan 
kegiatan anggaran biaya dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota melalui 13 
Unit Pelaksana Proyek (PIU) kabupaten/kota. Komponen ini juga akan 
mendukung pekerjaan Panitia Pengarah Nasional, dan 12 Komite 
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (District Oversight Board) dan 
memfasilitasi agar terjadi transparansi dan keterlibatan masyarakat pesisir 
terkait. Komponen ini juga membangun sarana untuk pembuatan kegiatan 
proyek yang lebih baik untuk skala nasional. 
Berdasarkan wawancara dengan informan Jamaluddin tentang 
sosialisasi program bahwa:  
“Yang lakukan sosialisasi program itu dari dinas perikanan dan 
kelautan langsung” (Wawancara dengan informan Jamaluddin 
(Ketua Kelompok Nelayan Pukat Ikan Tenggiri), pada tanggal 3 
Juni 2016). 
Berdasarkan wawancara dengan informan Jafar tentang program 





“Kalau programnya CCD-IFAD itu mulai dari perbaikan dari 
Infrastruktur seperti dermaga, pemberian bantuan dana untuk beli 
perahu atau mesin, dan sosialisasi tentang cara membuat laporan 
dan cara melaut yang aman kayak diberi pengetahuan begitu tapi 
biasanya tiga orang ji ketua, sekretaris dan bendahara yang 
diundang nanti ketua yang sampaikan ke anggotanya lagi.” 
(Wawancara dengan informan Jafar (Ketua Kelompok Rajungan 
II), pada tanggal 2 Juni 2016). 
Ditambah penjelasan dari informan Rahman bahwa: 
“Programnya CCD-IFAD itu pemberian bantuan sesuai kebutuhan 
anggota, ada yang butuh perahu, ada yang butuh mesin ada yang 
butuh alat tangkap tinggal dicatat apa yang dia perlukan sama 
sosialisasi, kalau sosialisasi pengetahuannya itu bisa dilakukan di 
balai informasi atau kantor dinas perikanan isinya itu larangan 
penangkapan dan hukum-hukumannya kalau melanggar biasanya 
perwakilan ji minimal 3 orang” (Wawancara dengan informan 
Abd Rahman (Ketua Kelompok Nelayan Baji’ Pa’mai), pada 
tanggal 2 Juni 2016). 
Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut, bahwa ada tiga program 
yang dilakukan oleh CCD-IFAD yaitu pemberian bantuan dana, pemberian 
pengetahuan atau semacam penyuluhan ke kelompok nelayan dan perbaikan 





nelayan yang ada di Kelurahan Buloa guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pesisir. 
Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat 
yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi (Zubaedi, 2013). Pertama, 
pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan 
membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses 
yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam 
kehidupan masyarakat.  Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi social dan politik 
yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun 
kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan 
penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai 
aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali 
pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan 
kekuatan mereka. 
Proyek CCD-IFAD menggunakan strategi yang ketiga dalam 
memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Buloa yang diharapkan dapat 
meningkatkan daya lenting masyarakat  pesisir (coastal community resilience) 
dalam menghadapi masalah ekonomi dan dampak perubahan iklim dengan 
memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui 
pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat, serta mengembangkan 
infrastruktur skala kecil yang akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. 





Masyrakat Pesisir (PMP) ini adalah pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang 
berfokus pada pasar, fokus pada kelompok miskin yang aktif, dan replikasi. 
2. Pembentukan Kelompok Kerja 
Kepala Dinas membentuk Kelompok Kerja Desa/Village Working Group 
(VWG) terdiri dari lima anggota, dua di antaranya adalah perempuan. Kelompok 
Kerja Desa/Village Working Group (VWG)  ini akan mencakup seorang ketua, 
sekretaris dan tiga anggota biasa yang semuanya diambil dari rumah tangga 
sasaran. Proses pembentukan kelompok kerja dipilih dari anggota kelompok 
nelayan yang telah aktif dibeberapa program sebelumnya yang telah mengetahui 
kondisi nelayan setempat. Anggota Kelompok Kerja Desa/Village Working 
Group (VWG)  diharapkan dapat bertindak sebagai 'motivator' dan mendorong 
masyarakat untuk mengambil peluang yang disediakan oleh Proyek PMP. Semua 
anggota Kelompok Kerja Desa/Village Working Group (VWG)  akan menerima 
pelatihan selama tiga hari mengenai Proyek ini oleh Konsultan dibantu Tim 
Pendamping Desa (TPD) kabupaten/kota. 
 Secara khusus, Kelompok Kerja Desa/Village Working Group (VWG)  
akan bertanggung jawab untuk:  
a. Komunikasi dengan pimpinan desa, Tenaga Pendamping Desa (TPD), 
konsultan, Unit Pelaksana Proyek (PIU) Proyek Pembangunan Masyarakat 
Pesisir (PMP) kabupaten/kota, dan ketika diperlukan dapat berkomunikasi 
dengan desa tetangga, tim yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek lain;  
b. Pengawasan pelaksanaan kegiatan proyek tingkat desa/kelurahan terutama 





Pembangunan Prasarana Masyarakat, dan Kelompok Usaha, serta Kelompok 
Tabungan;  
c. Mengadakan rapat secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian indikator 
keberhasilan dan kinerja kelompok; dan  
d. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mencapai semua indikator 
keberhasilan.  
Berikut wancara dengan informan Jafar dan Abd Rahman tentang pembentukan 
Kelompok Kerja bahwa: 
“Pembentukan VWG itu dipilih dari anggota nelayan yang aktif 
diprogram sebelumnya seperti PMP Mandiri kebetulan saya aktif 
dari tahun 2009 makanya saya dipilih jadi ketua VWG di 
Kelurahan Buloa”. (Wawancara dengan Informman Jafar (Ketua 
VWG sekaligus ketua Kelompok Nelayan Rajungan II) Pada 
tanggal 31 Agustus 2016 Pukul 16.30). 
“Baguski ini semenjak ada VWG, ada yang kontrol pembelanjaan 
kelompok nelayan sebelumnyakan tidak ada VWG” (Wawancara 
dengan Informan Abd Rahman (Ketua Kelompok Nelayan Baji’ 
Pa’mai) Pada Tanggal 12 November 2016 Pukul 11.30). 
Berdasarkan wawancara dengan informan tentang Proses pembentukan 
kelompok kerja dipilih dari anggota kelompok nelayan yang telah aktif dibeberapa 
program sebelumnya yang telah mengetahui kondisi nelayan setempat. Anggota 





'motivator' dan mendorong masyarakat untuk mengambil peluang yang diberikan 
oleh pelaksana proyek CCD-IFAD. 
3. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir  
Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut 
Pokmas adalah kelompok usaha bersama berupa kelompok nelayan (KUB), 
kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengolah/pemasar ikan 
(Poklasar), kelompok usaha garam rakyat (Kugar) dan kelompok masyarakat 
pesisir dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung 
peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan. 
Proses pembentukan Kelompok Usaha dan/atau seleksi anggota, sebagai 
berikut:  
a. Proses revitalisasi kelompok yang sudah ada di desa dan dianggap sudah 
memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan dokumen 
Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP);  
b. Jika dibentuk Kelompok Usaha baru maka Kelompok Kerja Desa/Village 
Working Group (VWG) dibantu oleh Tenga Pendamping Desa (TPD) dan staf 
Unit Pelaksana Proyek (PIU) teknis memberikan keterangan tentang dasar 
pemikiran, konsepsi Proyek, dan proses pembentukan Kelompok Usaha kepada 
masyarakat yang menjadi sasaran Proyek;  
c. Rumah tangga pesisir yang memenuhi persyaratan difasilitasi oleh Tenga 
Pendamping Desa (TPD) dan staf Unit Pelaksana Proyek (PIU) untuk membentuk 





didaftarkan kepada pemerintahan desa/kelurahan untuk ditetapkan oleh kepala 
desa.  
d. Tenga Pendamping Desa (TPD) dan anggota Unit Pelaksana Proyek (PIU) 
memberikan pelatihan mengenai pengelolaan usaha kelompok, pengelolaan 
keuangan dan membantu Kelompok Usaha mempersiapkan proposal yang berisi 
rincian proyek termasuk spesifikasi teknis, biaya dan perkiraan modal, penentuan 
keberlanjutan sumberdaya pesisir bekerjasama dengan Kelompok Pengelolaan 
Sumberdaya Pesisir, rincian kontribusi barang dan jasa, dan alokasi tanggung 
jawab kelompok. Project Implementation Manual akan memberikan contoh untuk 
informasi proyek dan proses kelompok yang terlibat;  
e. Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan Unit Pelaksana Proyek (PIU) akan 
memverifikasi kelayakan teknis dan finansial, mungkin dalam hubungannya 
dengan lembaga bank atau kredit mikro dan mencari sinergi antara kelompok 
kelompok yang ada dalam satu desa;  
f. Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/District Oversight Board (DOB)  
akan melakukan proses review proposal kelompok secara transparan dengan 
tujuan agar proses ini 'semi-kompetitif', di mana proyek yang lebih baik disetujui 
untuk tahap pertama, seleksi sementara proyek yang kurang menarik masih bisa 
dilakukan dalam tahap kedua;  
g. Setelah proposal teknis direview oleh Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan 
rekomendasi dari Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/District Oversight 





desa dan ditetapkan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan prosedur keuangan Unit Pelaksana Proyek (PIU) maka 
Kelompok Usaha tersebut akan membuka rekening atas nama kelompok dan Unit 
Pelaksana Proyek (PIU) mengatur transfer dana Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) ke rekening kelompok;  
h. Unit Pelaksana Proyek (PIU) mungkin memerlukan revisi rincian teknis atau 
keuangan dari proposal untuk memenuhi kriteria yang jelas. Jika terjadi kegagalan 
dalam menyelesaikan masalah / keuangan, Kantor Pengelola Proyek (PMO) dapat 
diminta untuk membuat penetapan terhadap pendanaan proyek. 
Berikut wawancara dengan informan Sila mengenai tahapan proyek CCD-IFAD: 
“Datangki dulu VWG, TPD sama Dinas Perikanan lihat 
nelayannya apakah layak dapat bantuan atau tidak, baru diliat ktp 
ta dikumpul semua ktpnya anggota, banyak sekali berkas dikumpul 
Setelah terdaftar mi sebagai kelompok nelayan disuruh mi buat 
proposal yang di dampingi oleh TPD Panjang sekali prosesnya. 
Ada satu tahun kayaknya baru dapat bantuan” (Wawancara 
dengan informan Sila (Bendahara Kelompok Nelayan Rajungan 
Buloa), pada tanggal 2 Juni 2016).  
Menurut pernyataan informan pelaksanaan proyek CCD-IFAD melalui 
proses yang sangat panjang karena banyaknya tahapan dan berkas yang harus 





hal tersebut mengambil banyak waktu. Pembentukan kelompok nelayan sejak 
awal bulan Januari 2014 dan pelaksanaan program dimulai akhir tahun 2014. 
Berdasarkan wawancara tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan, Tenaga 
Pendamping Desa (TPD) dan Kelompok Kerja Desa/Village Working Group 
(VWG) saling bekerja sama dalam menjalankan program Community Coastal 
Develpoment - Internasional Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) 
agar masyarakat nelayan dapat berdaya. 
Berikut wawancara dengan informan Abd Rahman setelah terbentuknya 
kelompok nelayan: 
“Pastinya senang setelah dibentuknya ini kelompok nelayan, kita 
sama-sama bekerja, saya sudah sampaikan juga sama anggotaku 
kalau ini kelompok nelayan akan ada terus biar selesai ini proyek 
CCD-IFAD akan menabung terus juga karena itu uang kita ji yang 
akan nikmati bukan pemerintah” (Wawancara dengan Abd 
Rahman ketua kelompok nelayan Baji’ Pa’mai pada Tanggal 12 
November 2016) 
Ditambah penjelasan informan Mursalim tentang kelanjutan kelompok 
nelayan setelah berakhirnya proyek CCD-IFAD: 
“Kalau selesai ini proyek baru bubar juga kelompok, sia-sia ji 
saya rasa ini proyek kalau begitu, jadi saya sama anggotaku 





Mursalim Ketua Kelompok Nelayan Rajungan Buloa Pada Tanggal 
12 November 2016). 
Berdasarkan wawancara dengan informan tentang keberlanjutan kelompok 
nelayan setelah berakhirnya proyek CCD-IFAD, kelompok nelayan  akan 
berusaha agar kelompok tersebut akan tetap ada untuk meningkatkan 
pendapatannya. Sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan yaitu mampu 
memandirikan masyarakat pasca berakhirnya sebuah proyek bukan 
menjadikannya semakin tergantung. 
4. Pengembangan Kapasitas   
4.1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir melalui pelatihan-pelatihan. 
Pelatihan-pelatihan tersebut berupa: Pelatihan pemasaran kepada 
kelompok masyarakat pesisir, pelatihan dalam menyelesaikan proposal 
rinci untuk kegiatan yang termasuk sub komponen pemberdayaan 
masyarakat. 
Berdasarkan wawancara dengan informan Abd Rahman bahwa: 
“Pelatihannya itu pembuatan proposal, cara buat buku 
produktivitas sama penyampaian larangan-larangan melaut yang 
dilakukan di pondok informasi” (Wawancara dengan informan 
Abd Rahman (Ketua Kelompok Nelayan Baji’ Pa’mai), pada 
tanggal 2 Juni 2016). 
Berdasarkan wawancara tersebut pengembangan kapasitas yang dilakukan 





nelayan mampu mengatur keuangan dan pemasaran yang dilakukan oleh setiap 
anggota dan penyampaian informasi-informasi penting seputar yang dilakukan di 
laut seperti larangan-larangan melaut. 
4.2 Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP).   
Proses penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ini 
dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Pembangunan Desa 
(Musrenbang Des). Desa yang telah memiliki draft Rencana 
Pengembangan Desa Pesisir (RPDP), akan dilakukan review dan 
prioritisasi kegiatan dari dokumen yang sudah ada. Selanjutnya Rencana 
Pengembangan Desa Pesisir (RPDP) ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai 
acuan pelaksanaan Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP).  
5. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK)  
Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK) yang dibuat oleh Kelompok 
Masyarakat Pesisir dan didampingi oleh Kelompok Kerja Desa/Village 
Working Group (VWG)  dan Tenaga Pendamping Desa (TPD). Penyusunan 
Rencana Kerja Kelompok (RKK) tersebut harus sesuai dengan skala prioritas 
pembangunan desa pada Dokumen Rencana Pengembangan Desa (RPD) 
setempat dan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota 
kelompok masyarakat pesisir agar dapat menunjang kegiatan usaha.   
5.1 Penyusunan Rencana Detail Kegiatan merupakan bagian dari penyusunan 
Rencana Kerja Kelompok (RKK). Proposal yang berisi rincian proyek 
termasuk spesifikasi teknis, biaya dan perkiraan modal yang dibutuhkan. 





proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) dalam pengajuan Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM). 
5.2  Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
dilakukan setelah Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) beserta 
kelengkapan dokumen administrasi telah lolos verifikasi ditetapkan oleh 
Unit Pelaksana Proyek (PIU) atau kepala dinas kabupaten/kota. Dalam 
pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh Kelompok 
Masyarakat Pesisir dengan didampingi Tenaga Pendamping Desa (TPD) 
dan Kelompok Kerja Desa/Village Working Group (VWG), agar kegiatan 
tersebut sesuai dengan perencanaan, output dan target kegiatan. 
Berikut wawancara dengan informan Muh. Kasim tentang penyusunan Rencana 
Kelompok Kerja (RKK) bahwa: 
“Pembuatan proposalnya itu didampingi sama TPD masing-
masing, terus isi proposalnya sesuai dengan kebutuhanya anggota, 
saya sampaikan ji sama anggotaku juga apa yang dia butuhkan 
ada butuh perahu, mesin, kebetulan saya dulu minta jenset”. 
(Wawancara dengan Muh. Kasim (Ketua Kelompok Nelayan Pukat 
Ikan Layang, pada tanggal 3 Juni 2016). 
Ditambah penuturan Inforaman Mursalim 
“Setelah pelatihan itu, saya sama anggotaku kumpul dan susun mi 





semua” (Wawancara dengan Mursalim (Ketua Kelompok Nelayan 
Rajungan Buloa, pada Tanggal 12 November 2016).   
Berdasarkan wawancara tersebut proses penyusunan Rencana Kerja 
Kelompok dibuat oleh ketua dan Tenaga Pendamping Desa yang melibatkan 
semua anggota karena dalam Rencana Kerja Kelompok tersebut berisi barang atau 
alat yang dibutuhkan oleh anggota kelompok nelayan.  
C. Proses penyaluran Dana 
Pada dasarnya, pengelolaan keuangan proyek mengikuti sistem 
keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan 
IFAD. Keterbatasan pengalaman dalam pelaksanaan proyek yang didanai 
lembaga donor internasional, terutama di tingkat kabupaten/kota, memerlukan 
perhatian khusus dalam bentuk peningkatan kapasitas atau pelatihan di bidang 
pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. 
Berikut penjelasan prosedur penyaluran dana ke masyarakat: 
1.  Penyusunan Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) Kelompok 
Masyarakat Pesisir  
1.1 Kelompok Masyrakat Pesisir setelah ditetapkan dengan Keputusan 
Ketua Unit Pelaksana Proyek (PIU)/Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai 
penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menyusun proposal 
Rencana Kerja Kelompok (RKK) sesuai dengan kebutuhan prasarana dan 





1.2 Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) disusun berdasarkan 
kebutuhan untuk peningkatan produksi usaha kelautan dan perikanan;  
1.3 Rencana Kerja Kelompok (RKK) dilengkapi dengan dokumen 
administrasi pendukung yang terdiri dari:  
1) Data pengurus / anggota Kelompok Masyarakat Pesisir (nama 
ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, umur, jenis kelamin, 
alamat) yang dilengkapi dengan fotokopi KTP/Kartu 
Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan;  
2) Surat keterangan sebagai nelayan / pembudidaya / pengolah / 
pemasar / petambak garam dibuktikan dengan surat keterangan dari 
kepala desa/lurah setempat;  
3) Baseline Data Kelompok Masyarakat Pesisir (nama Pokmas 
Pesisir, alamat, nama pengurus, pendapatan, pekerjaan, dll ); dan  
4) Nomor rekening bank atas nama Kelompok Masyarakat Pesisir 
pada Bank Pemerintah terdekat.  
1.4 Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) ditandatangani oleh ketua 
Kelompok Masyarakat Pesisir yang dilengkapi dengan dokumen 
administrasi untuk diusulkan kepada Komite Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir/District Oversight Board (DOB). 
2. Seleksi, verifikasi dan penetapan proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) 
beserta dokumen administrasi Pokmas Pesisir.  
2.1 Seleksi dan verifikasi proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) 





Pendamping dengan Kelompok Kerja Desa/Village Working Group 
(VWG) sebagai berikut:  
1). Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) dan dokumen 
administrasi Pokmas Pesisir ditandatangani oleh Ketua Pokmas 
Pesisir, disampaikan kepada PIU, untuk diseleksi dan diverifikasi 
oleh Tenaga teknis PIU dan Komite Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir/District Oversight Board (DOB);  
2) Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) dan dokumen 
administrasi yang diverifikasi oleh tenaga teknis PIU dan Komite 
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/District Oversight Board (DOB) 
dilengkapi dengan:  
a) Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi Pokmas Pesisir 
(Calon Penerima BLM PMP); 
b) Usulan Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PMP bermaterai 
secukupnya;  
c) Usulan Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) PMP; 
d) Usulan Kuitansi penerima Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) PMP;  
e) Usulan Surat pernyataan tentang kelengkapan dokumen 
pendukung Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PMP. 





Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PMP bermaterai 
secukupnya; dan  
f) Usulan Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) PMP.  
2.2 Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) Kelompok Masyarakat 
Pesisir dan dokumen administrasi yang dianggap belum memenuhi 
persyaratan dikembalikan kepada Pokmas Pesisir melalui tenaga 
pendamping untuk diperbaiki dan dilengkapi serta diusulkan kembali 
kepada Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/District Oversight 
Board (DOB) untuk direkomendasikan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) PMP.  
2.3 Proposal Rencana Kerja Kelompok (RKK) Kelompok Masyarakat 
Pesisir dan dokumen administrasi yang dianggap belum memenuhi 
persyaratan dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan 
dilengkapi serta diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota 
untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat. 
3. Tahapan Penyaluran Dana Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme 
Pembayaran Langsung (LS) kepada rekening Kelompk Masyarakat Pesisir tanpa 
potongan pajak, melalui tahapan sebagai berikut:  
3.1 Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran 





Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dilengkapi dengan 
lampiran:  
1) Keputusan Unit Oelaksana Proyek (PIU)/Kepala Dinas KP 
Kabupaten/Kota tentang penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir 
penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);  
2) Data Kelompok Masyarakat Pesisir meliputi:  
a) Nama Ketua;  
b) Nama Sekretaris;  
c) Nama Bendahara;  
d) Nama Anggota;  
e) Nomor telepon / telepon genggam Ketua / Sekretaris / Bendahara;  
f) Umur;  
g) Jenis kelamin;  
h) Alamat; dan  
i) Fotokopi KTP/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari 
Desa/Kelurahan setempat. 
3) Surat keterangan sebagai nelayan/pembudidaya ikan/pengolah atau 
pemasar ikan/petambak atau pengolah garam yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat  
4) Nomor Rekening aktif atas nama Kelompok Masyarakat Pesisir;  
5) Berita Acara Hasil Identifikasi, seleksi dan verifikasi Kelompok 
Masyarakat Pesisir Penerima Bantuan Langsung Masyarakat;  





7) Surat Perintah Kerja antara PPK dengan Ketua Kelompok yang 
ditandatangani PPK dan Ketua Kelompok;  
8) Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
antara PPK, dengan Pokmas Pesisir diketahui KPA;  
9) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Ketua 
Kelompok;  
10) Surat Perjanjian Kesepakatan Penyaluran Bantuan Langsung 
Masyarakat bermaterai secukupnya antara PPK dengan Kelompok 
Masyarakat Pesisir diketahui oleh KPA;  
11) Kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Ketua kelompok dan 
disetujui oleh PPK dengan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan 
diketahui KPA; 12) Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang 
ditandatangani oleh PPK; 13) Surat Perintah Kerja (SPK);  
14) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangai 
oleh PPK; dan  
15) Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh PP-SPM. b. 
Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening Pokmas Pesisir dilakukan 
dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui bank 
Pemerintah terdekat dengan lokasi Pokmas Pesisir.  
3.2 Bantuan Langsung Masyarakat dicairkan oleh Ketua dan Bendahara, 
dan/atau Sekretaris Kelompok Masyarakat Pesisir yang diketahui dan 





3.3 Kelompok Masyarakat Pesisir dibantu oleh Tenaga Pendamping 
menyusun laporan realisasi pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat  dan 














Gambar 5.1 Proses Penyaluran Dana 
 
 



























Berdasarkan penuturan informan Sila mengenai proses penyaluran dana: 
“Itu dananya langsung masuk di tabungan kelompok. TPD selau 
ada, kalau ada mi bantuan di foto dulu sebelum dipake terus 
setelah satu bulan datangki lagi cek. Na cek juga buku 
produksivitas sama buku tabungan apakah lancarji setiap bulan 
tabungannya, meningkat atau menurun” (Wawancara dengan Sila 
(Bendahara Kelompok Nelayan Rajungan Buloa), Pada tanggal 2 
Juni 2016).  
Berdasarkan wawancara diatas bahwa proyek pemberian bantuan dana 
yang dilakukan oleh Community Coastal Develpoment - Internasional Fund for 
Agricultural Development (CCD-IFAD) selalu didampingi oleh Tenaga 
Pendamping Desa (TPD) yaitu orang yang mempunyai latar belakang pendidikan 
atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah 
masyarakat sasaran, dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-
menerus selama berlangsungnya Proyek PMP/CCD-IFAD. Sehingga kelompok 
nelayan dapat mempersiapkan proposal yang berisi rincian proyek termasuk 
spesifikasi teknis, biaya dan perkiraan modal, penentuan keberlanjutan 
sumberdaya pesisir bekerjasama dengan Kelompok Pengelolaan Sumberdaya 
Pesisir, rincian kontribusi barang dan jasa, dan alokasi tanggung jawab kelompok. 
Peran pendamping pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara 
bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan 
kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif fasilitator 





Peran fasilitator akan dipenuhi oleh kader pendamping masyarakat dan lembaga-
lembaga yang selama ini terus ditingkatkan oleh pelaku program pemberdayaan 
masyarakat. Proses penyaluran dana langsung ke tabungan kelompok nelayan 
berdasarkan pedoman teknis Proyek CCD-IFAD bahwa tahapan Penyaluran Dana 
Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan dengan 
mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada rekening kelompok nelayan tanpa 
potongan pajak melalui persetujuan Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dana mengalir dari pusat ke Kabupaten/Kota 
untuk dimanfaatkan oleh Unit Pelaksana Proyek (PIU), pihak ketiga dan 
kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa sasaran. Prosedur penyaluran dana 
untuk kelompok-kelompok dilaksanakan sesuai prosedur untuk menjamin 
penyaluran dana yang efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam proyek ini ada pula yang menjadi kendala bagi kelompok nelayan 
yaitu prosesnya yang begitu lama dan panjang.  
Seperti penjelasan informan Muh. Kasim: 
“Kalau programnya CCD-IFAD  itu mulai tahun 2014, makanya 
kelompok yang tahun 2014 dua kali mi dapat bantuan kalau 
kelompokku baru satu kali ka baru tahun lalu gabung .Kalau itu 
hari dia bilang sama kelompok yang tahun 2014 lima tahun 
programnya tapi katanya sekarang habis mi programnya tahun ini. 
Satu kali pencairan ji. Lebih lama pengurusannya kalau ini 





baru setiap tahun” (Wawancara dengan Muh. Kasim (Ketua 
Kelompok Nelayan Pukat Ikan Layang, pada tanggal 3 Juni 2016). 
D. Manfaat terhadap keberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan di 
Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar 
Keterlibatan Proyek Community Coastal Develpoment - Internasional 
Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) adalah sejauh mana orang-
orang yang terkait berperan selama terlibat dan berpartisipasi dalam menjalankan 
proyek Community Coastal Develpoment - Internasional Fund for Agricultural 
Development (CCD-IFAD) dalam hal ini pemerintah dan masyarakat diharapkan 
mampu memberdayakan sumber daya potensial yang ada, yang bermuara pada 
kesejahteraan social masyarakat secara merata. 
Seperti penjelasan dari informan Muhajji tentang keterlibatan dalam 
proyek Community Coastal Develpoment - Internasional Fund for Agricultural 
Development (CCD-IFAD): 
“Kalau yang terlibat itu ketua, sekretaris, dan bendahara dalam 
penyusunan proposal sampai pencairan dananya kita selalu ji 
dilibatkan dalam proyek ini, kita selalu bicarakan sama TPD dan 
anggota lain juga ikut terlibat ji karena kita bertanya ji sama 
anggota apa bantuan yang dia butuhkan, kalau butuh perahu kita 
tulis perahu, ada juga yang minta mesin kita tulis mesin, sesuai 





(Ketua Kelompok nelayan Pukat Ikan Sunu), pada tanggal 4 Juni 
2016).  
Berdasarkan pernyataan informan bahwa mereka selalu dilibatkan dalam 
proyek CCD-IFAD mulai dari awal pembentukan kelompok, pelatihan-pelatihan, 
penyusunan proposal Rencana Kerja Kelompok mereka merasa dilbatkan karena 
mereka bersama Tenaga Pendamping Desa (TPD) membuat proposal tersebut. 
Dan dalam  proposal Rencana Kerja Kelompok tersebut berisi alat/barang yang 
diinginkan setiap anggota kelompok nelayan yang sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing anggotanya. 
Ditambah penuturan salah satu anggota kelompok nelayan informan 
Mariso sebagi beikut: 
“Yah bagusnya ini program itu karena kita diberikan kebebasan ji 
memilih apa yang mau kita beli, itu hari saya minta perahu sama 
ketuaku karena rusak mi perahuku, di kasi perahu tergantung kita 
ji mau bantuan barang apa” (Wawancara dengan Informan Mariso 
(Anggota Kelompok Nelayan Baji’ Pa’mai), pada tanggal 2 Juni 
2016).  
Berdasarkan pernyataan informan maksud dari diberikannya kebebasan 
yaitu mereka bebas memilih alat/barang yang diperlukan oleh anggota kelompok 
nelayan. Mereka dapat memilih alat apa yang mereka perlukan. Karena apabila 
alat/barang yang butuhkan adalah mesin tetapi yang diberikan adalah perahu. 





nelayan bebas memilih alat apa yang mereka inginkan sesuai kebutuhan masing-
masing anggota. Dan setiap anggota merasa diberikan kebebasan. 
Program pemberdayaan yang baik juga mampu memunculkan berbagai 
potensi khas masyarakat dan mengembangkan dibantu oleh sistem, alat, atau 
teknologi baru dan peran pendamping atau fasilitator yang akan mempercepat 
proses pemberdayaan sehingga bernilai tambah tinggi, serta proses untuk 
memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara 
proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan 
strategisnya untuk mencapai suatu pembangunan keberlanjutan (sustainable-
development) untuk jangka panjang. Pembangunan jangka panjang memiliki 
keterkaitan erat dengan pemberdyaan masyarakat dimana pemberdayaan 
masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang 
yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial 
dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong 
agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara 
optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di 
wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian termasuk 
faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya. 
Program pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan 
peningkatan partisipasi masyarakat, yang berpangkal dan berbasis masyarakat 
karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, program yang berasal dari 
bawah (bottom up planning) yang berarti masyarkatlah yang mengusulkannya, 





mendampingi dan memberikan alternative pemecahan masalah kepada masyarakat 
nelayan. 
Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di tingkat pusat 
dilakukan oleh Tim Monev Direktorat Jenderal KP3K, sedangkan di tingkat 
kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, dengan uraian 
sebagai berikut: 
1. Monitoring 
Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang 
perkembangan pelaksanaan Proyek PMP yang dilakukan secara periodik dan 
berjenjang untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator 
keberhasilan. Hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang 
menyangkut masukan (input), pelaksanaan (proses), keluaran (output), tujuan, 
dan sasaran kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana 
tahapan monitoring. Monitoring dilakukan secara berjenjang dari Dinas 
Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT KP3K dan Ditjen KP3K sesuai dengan 
kewenangannya.  
Monitoring yang dilakukan secara berjenjang maksudnya, monitoring 
dilakukan dengan cara meninjau laugsung di lapangan terhadap pelaksanaan 
program CCD-IFAD, mempelajari dokumen pendukung kegiatan operasional 
pelaksanaan CCD-IFAD, wawancara dengan petugas pelaksana program, 
menghimpun masukan dari anggota kelompok masyarakat pesisir, hasil 





1. 1 Penyusunan Basis Data Sebelum Proyek PMP Tahun 2013 dimulai, 
setiap kabupaten kota agar melakukan penyusunan basis data awal tentang  
hal-hal yang berkaitan dengan indikator kinerja Proyek PMP. Hasil 
penyusunan basis data ini disampaikan kepada Unit Pelaksana Program 
(PIU) dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan didiseminasi pada 
kelompok-kelompok yang menyusun perencanaan pembangunan 
masyarakat pesisir. Penanggung jawab Monev Proyek Pembangunan 
Masyarakat Pesisir akan mengkompilasi data dari setiap Unit Pelaksana 
Program (PIU) menjadi basis data nasional. Hasil penyusunan basis data 
akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja outcome yaitu 
dengan  membandingkan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah Proyek 
Pembangunan Masyarakat Pesisir. Penyusunan basis data ini akan 
melibatkan konsultan Kantor Pengelola Proyek (PMO) dan Unit Pelaksana 
Program (PIU), serta konsultan jangka pendek yang direkrut. 
1.2 Monitoring Kegiatan Pada tahun 2013, Unit Pelaksana Program (PIU) 
melakukan monitoring secara mandiri terhadap kegiatan dan komponen 
kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan 
Lembaga (RKAKL) agar berjalan sesuai target waktu dan indikator output 
yang sudah direncanakan. Hasil monitoring ini agar disampaikan kepada 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kantor Pengelola Proyek 
(PMO) untuk  dikompilasi menjadi data nasional dan sebagai bahan 
masukan serta solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya Kantor 





Propinsi, atau UPT KP3K akan melakukan monitoring pelaksanaan 
Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir ke daerah untuk pengendalian 
dan pembinaan pelaksanaan kegiatan. 
1.3 Monitoring Pasca Kegiatan Pasca penyaluran Bantuan Langsung 
Masyarakat Tahun 2013 berakhir, Unit Pelaksana Program (PIU) segera 
melakukan monitoring  ke lokasi untuk melihat capaian indikator output 
dan indikator outcome sebagaimana ditargetkan pada Pedoman Teknis. 
Selanjutnya Unit Pelaksana Program (PIU) melakukan pembinaan dan 
pendampingan secara berkesinambungan kepada Kelompok Masyarakat 
Pesisir selama 2 (dua) tahun berikutnya untuk mendapatkan informasi 
tentang keberlanjutan usaha dan peningkatan tingkat kesejahteraan 
Kelompok Masyarakat Pesisir. 
2. Evaluasi 
Evaluasi kegiatan Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir dilakukan 
untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dengan 
menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya. 
Evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan Proyek Pembangunan Masyarakat 
Pesisir untuk melihat dampak kegiatan secara keseluruhan sehingga dapat 
dijadikan sebagai dasar bagi upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi 







3.1  Pelaporan Satker Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan 
Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah, setiap Satker Dinas 
Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan laporan. Terkait dengan 
pelaksanaan Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir, terdapat 4 (empat) 
jenis laporan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing satker yaitu:  
a. Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL;  
b. Laporan Keuangan dan Barang (SAK dan SIMAK-BMN);  
c. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/ 
Pemeriksaan;  
 d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 
Laporan Monitoring Pelaksanaan DIPA/RKAKL Satker Dinas 
Kabupaten/Kota pelaksanaan Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir 
tahun 2013 wajib membuat Laporan Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-
KL dengan menggunakan Form-A. Format Form-A mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan 
Triwulanan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL memuat antara lain rincian jenis 
belanja, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam 
Lampiran DIPA/PO-DIPA (RKAKL). Disamping itu juga, dilaporkan 





permasalahan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara  target 
dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dengan realisasi, baik fisik 
maupun keuangan maka wajib dijelaskan permasalahannyadan upaya 
menyelesaikan permasalahan dimaksud. Laporan Triwulanan Pelaksanaan 
DIPA/RKA-KL (Form A) disampaikan ke Direktorat Jenderal KP3K 
setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima), setelah triwulan berakhir. 
Mengenai monitoring dari pelaksana proyek Community Coastal 
Development - Internasional Fund for Agricultural Development CCD-IFAD 
“Kalau yang kontrol itu biasa dari dinas perikanan dan kepala 
bidangnya. Pergi na cek buku produksivitas sama buku tabungan 
apakah lancarji setiap bulan, apakah meningkat ji pendapatannya 
atau menurun, kalau ndak salah dalam sebulan tiga kali datang, 
kebetulan kelompokku ini baru-baru dapat bonus bantuan karena 
laporan keuanganku bagus sama tabungannya lancar setiap bulan 
saya isi, makanya saya jelaskan sama anggotaku kita ji nanti yang 
nikmati ini uang kalau ada keperluanta, eh tiba-tiba dapat bonus 
alhamdulillah” (Wawancara dengan informan Jamaluddin (Ketua 
Kelompok Nelayan Pukat Ikan Tenggiri, pada tanggal 3 Juni 2016)  
Berdasarkan wawancara tersebut pelaksana proyek atau dalam hal ini dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan sering melakukan monitoring dan meninjau secara 
langsung  sejauh mana berjalannya proyek Community Coastal Development - 





terlaksana dan tepat sasaran. Pada umummya masyarakat nelayan tidak ada tradisi 
menabung, penggunaan sarana ekonomi dan lembaga penyediaan modern, 
semuanya berjalan secara alami dan tradisisional tetapi dengan adanya proyek ini 
juga dapat memandirikan masyarakat nelayan dari kebiasaan menabung.  
Maksud dari pemberian bonus disini yaitu pelaksana program selalu 
memantau rincian produktivitas dan tabungan setiap kelompok nelayan. 
Kelompok nelayan Pukat Ikan Tenggiri dan Kelompok Nelayan Pukat Ikan Sunu 
mendapatkan dana tambahan karena memiliki laporan keuangan yang bagus dan 
memiliki tabungan terbanyak dibandingkan kelompok nelayan lainnya. Namun 
dengan adanya dana tambahan tersebut menimbulkan ketidaksepahaman dan 
konflik (kecemburuan) bagi kelompok lain yang tidak mendapatkan tambahan 
dana tersebut. 
Manfaat proyek Community Coastal Development - Internasional Fund for 
Agricultural Development (CCD IFAD) menurut informan Sila dan Syamsuddin 
sebagai berikut: 
“Manfaatnya menambah penghasilan nak, kenapa saya bilang 
menambah penghasilan karena dulu mesinku mesin tua tidak bisa 
jauh-jauh melaut sekitar sungai sini ji jadi sedikit ji bisa di dapat 
tapi sekarang dapatka bantuan dari pemerintah melalui kelompok 
nelayan mesin baru, jadi bisa ma pergi jauh ke laut banyak tong 





nelayan nak” (Wawancara dengan informan Sila (Bendahara 
Kelompok Nelayan Rajungan Buloa), pada tanggal 2 Juni 2016). 
Berdasarkan penjelasan informan Syamsuddin: 
“Manfaatnya itu  menambah penghasilan dan membantu masalah-
masalah disetiap kelompok nelayan kayak modal untuk perbaiki 
alat tangkap atau perahunya kan semua didapat karena ada 
kelompok nelayan, kita juga disuruh menabung tujuannya yah 
supaya kita mandiri jadi sangat membantu ini kelompok” 
(Wawancara dengan Informan Syamsuddin (Ketua Kelompok 
Nelayan Pukat Ikan Titang), pada tanggal 3 Juni 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dapat 
disimpulkan bahwa kelompok nelayan sangat bermanfaat bagi nelayan dalam 
meningkatkan produktivitas dan menambah penghasilan dibandingkan dengan 
sebelum bergabung dengan kelompok nelayan. Sebelum bergabung dengan 
kelompok nelayan, nelayan hanya dapat melaut disekitar pantai atau sungai karena 
kondisi mesin dan perahu yang sudah tidak mendukung untuk melakukan 
penangkapan ikan di tengah laut dan mengakibatkan nelayan kurang mendapatkan 
ikan tetapi ketika nelayan tergabung dengan kelompok nelayan mereka 
mendapatkan bantuan berupa mesin atau perahu sehingga mereka dapat 
menangkap ikan sampai ke tengah laut dan mengakibatkan produktivitas anggota 
kelompok nelayan dapat meningkat. Kelompok nelayan mewadahi kebutuhan-
kebutuhan anggota nelayan didalamnya seperti bantuan alat tengkap seperti 





Development-IFAD (CCD-IFAD) melalui kelompok nelayan. Selain itu 
kelompok nelayan juga memudahkan anggotanya dalam hal bantuan dana yang di 
dapat dari hasil tabungan atau iuran bulanan yang dikumpul oleh setiap anggota 
nelayan. Dari dana tersebut dapat dipakai untuk keperluan anggota nelayan yang 
membutuhkan dana mendesak untuk keperluan perbaikan misalnya alat tangkap. 
Tabungan atau iuran bulanan ini diperuntukkan bagi seluruh anggota nelayan 
yang dimana ketua yang dibantu oleh bendahara menagih setiap bulannya sebesar 
lima belas ribu dan akan ditabung di tabungan kelompok mereka. Apabila ada 
kelompok nelayan yang tiba-tiba membutuhkan dana untuk perbaikan alat 
tangkapnya mereka tinggal melapor ke ketua. Ketua, bendahara dan anggota 
kelompok nelayan yang bersangkutan bersama-sama membeli alat yang 
dibutuhkan. Pengambilan dana setiap anggota akan dicatat oleh bendahara 
sehingga dapat diketahui berapa banyak dana yang meraka gunakan.  
Kelompok pada dasarnya digunakan untuk menumbuhkan saling belajar 
melalui saling tukar pengalaman, pendapat, informasi, dan persepsi antar anggota 
kelompok. Sehingga apa yang diinginkan oleh setiap kelompok masyarakat pesisir 
yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendapatan setiap 
anggotanya melalui kelompok ini diharapkan dapat terwujud.  
Pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan 
masyarakat  menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 
berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian 
masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai 





dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan 
mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.  
Bentuk kemandirian yang telah dilakukan oleh anggota atau kelompok 
nelayan yaitu kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan 
produktifitas usaha, kemampuan mentaati perjanjian dengan pihak pelaksana 
program, kemampuan dalam mengumpulkan modal usaha melalui tabungan 
kelompok atau iuran bulanan, kemampuan menerapkan teknologi dan 
pemanfaatan informasi serta kerjasama kelompok yang dapat dilihat dari tingkat 
produktifitas yang meningkat. 
E. Analisis Teori Perubahan Sosial 
Perubahan sosial bukanlah sebuah proses yang terjadi secara tiba-tiba, 
terlebih lagi ketika perubahan sosial tersebutkan melibatkan individu atau 
kelompok sosial sebagai target perubahan. Munculnya gagasan-gagasan baru, 
temuan baru serta kebijakan baru, tidak dapat diterima begitu saja oleh individu 
atau kelompok sosial tertentu.  
Kelompok dapat dijadikan target atau perantara perubahan. Asumsi dasar 
yang digunakan adalah bahwa perubahan suasana akan mempengaruhi individu. 
Nilai, sikap, dan perilaku individu akan diubah melalui pengubahan struktur sosial 
atau melalui perubahan kelompok yang menjadi tempat individu berfikir dan 
bertindak. Pelakasana proyek Community Coastal Development - Internasional 
Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) menjadikan kelompok nelayan 





digunakan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada anggota kelompok 
nelayan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan proyek tersebut mulai 
dari awal pembentukan kelompok, pelatihan-pelatihan, penyusunan proposal 
Rencana Kerja Kelompok mereka merasa dilbatkan karena mereka bersama 
Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang membuat proposal tersebut. Dan dalam  
proposal Rencana Kerja Kelompok tersebut berisi alat/barang yang diinginkan 
setiap anggota kelompok nelayan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
anggotanya. Strategi yang melibatkan kelompok sebagai agen perubahan relatif 
lebih mudah dan cepat dilakukan daripada bila menggunakan individu sebagai 
agen perubahan. 
Salah satu bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat nelayan yaitu, 
biasanya nelayan dalam bekerja hanya melakukannya sendiri tetapi dengan 
adanya proyek tersebut, masyarakat nelayan diajarkan untuk bekerja secara 
kelompok. Kelompok pada dasarnya digunakan untuk menumbuhkan saling 
belajar melalui saling tukar pengalaman, pendapat, informasi, dan persepsi antar 
anggota kelompok. Sehingga apa yang diinginkan oleh setiap kelompok 
masyarakat pesisir yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 
pendapatan setiap anggotanya melalui kelompok ini diharapkan dapat terwujud. 
Setiap upaya penciptaan perubahan sosial, memerlukan strategi dasar 
tertentu dan pada proyek ini menggunakan strategi fasilitatif, dimana agen 
perubahan sosial dalam strategi ini bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan 
berbagai sumber daya, informasi dan sebagai sarana konsultasi. Proyek 





Development (CCD-IFAD) selalu didampingi oleh Tenaga Pendamping Desa 
(TPD) yaitu orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau 
berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat 
sasaran, dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama 
berlangsungnya Proyek PMP/CCD-IFAD. Sehingga kelompok nelayan dapat 
mempersiapkan proposal yang berisi rincian proyek termasuk spesifikasi teknis, 
biaya dan perkiraan modal, penentuan keberlanjutan sumberdaya pesisir 
bekerjasama dengan Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, rincian 
kontribusi barang dan jasa, dan alokasi tanggung jawab kelompok. Peran 
pendamping pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap 
selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya 
secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif fasilitator pemberdayaan 
masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Dan Bentuk 
kemandirian yang telah dilakukan oleh anggota atau kelompok nelayan yaitu 
kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas usaha, 
kemampuan mentaati perjanjian dengan pihak pelaksana program, kemampuan 
dalam mengumpulkan modal usaha melalui tabungan kelompok atau iuran 
bulanan, kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi serta 











Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti dapat menarik kesimpluan 
sebagai berikut: 
1. Proses pemberdayaan sosial ekonomi proyek Community Coastal 
Development - Internasional Fund for Agricultural Development (CCD-
IFAD)  di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Kota Makassar melalui 
beberapa tahapan kegiatan antara lain yaitu:  
a. Sosialisasi program, pemahaman anggota kelompok nelayan 
tentang proyek Community Coastal Development - Internasional 
Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) memilki tiga 
program dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan  
Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar yaitu pemberian bantuan 
dana, pemberian pelatihan atau semacam penyuluhan ke kelompok 
nelayan dan perbaikan infrastruktur, 
b. Pembentukan kelompok kerja. Proses pembentukan kelompok 
kerja dipilih dari masyarakat yang aktif pada program sebelumnya. 
Tugas dari kelompok kerja yaitu mengawasi berjalannya proyek. 
c. Pembentukan kelompok masyarakat pesisir. Tujuan dari 
pembentukan kelompok nelayan yaitu mengembangkan usaha 
produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan 





d. Pengembangan kapasitas, yaitu pelatihan-pelatihan yang dilakukan 
oleh pelaksana program untuk memberikan pemahaman tentang 
cara-cara melaut, membuat laporan keuangan dan eknik 
pemasaran, dan 
e. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok (RKK). Dalam proses 
penyusunan Rencana kerja kelompok (RKK) semua anggota 
kelompok nelayan ikut terlibat dalam penyusunan RKK yang berisi 
barang dan keperluan sesuai kebutuah masing-masing anggota 
kelompok nelayan. 
2. Manfaat dari program Community Coastal Development - Internasional 
Fund for Agricultural Development (CCD IFAD) dalam memberdayakan 
kelompok masyarakat pesisir  yaitu memberikan beberapa kemandirian 
berupa kemampuan dalam merencanakan kegiatan untuk meningkatkan 
produktifitas usaha, kemampuan mentaati perjanjian dengan pihak 
pelaksana program, kemampuan dalam mengumpulkan modal usaha 
melalui tabungan kelompok atau iuran bulanan, kemampuan menerapkan 
teknologi dan pemanfaatan informasi serta kerjasama kelompok yang 
dapat dilihat dari tingkat produktifitas yang meningkat. Dalam sebuah 
program terdapat manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan tetapi 
adapun Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Community 
Coastal Development - Internasional Fund for Agricultural Development 







Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Model program Community Coastal Development - Internasional Fund 
for Agricultural Development (CCD IFAD) mengedepankan 
pendekatan kelembagaan sosial. Kelompok-kelompok nelayan yang 
telah terbentuk di Kelurahan Buloa sebaiknya mendapatkan perhatian 
dan kontrol pasca program agar kelompok tersebut bisa tumbuh dan 
berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. 
2. Perlunya diadakan penyuluhan secara berskala, rutin dan teratur. 
Dimana dalam pertemuan tersebut perlu untuk selalu disampaikan 
mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam program, Tanya 
jawab maupun pemberitahuan informasi lainnya. Selain itu petugas 
penyuluhan juga harus berjalan dengan dua arah agar pemahaman 
terhadap program dapat benar-benar diterima oleh masyarakat. 
3. Nelayan harus memilki kesadaran dan pemikiran unuk mandiri dan 
terbebas dari kemiskinan karena berapapun program yang dilakukan 
untuk memberdayakan masyarakat nelayan jika masyarakat tidak 
bersungguh-sunguh untuk berdaya maka masyarakat nelayan hanya 
berdaya selama program berjalan dan setelah program selesai 
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Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar 
 PEDOMAN WAWANCARA 
PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI KELOMPOK NELAYAN  
DI KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR 
Kasus Kelompok Penerima Bantuan Program Community Coastal Development– Internasional Fund 
for Agricultural Development 
Hari/tanggal wawancara  : 
Lokasi wawancara   : 
Nama dan umur informan  : 
Jabatan         :  
Nama Kelompok  : 
 
A. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh CCD-IFAD dalam pemberdayaan Sosial 
Ekonomi Kelompok Nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar 
Pertanyaan Penelitian 
1. Apakah bapak aktif dalam kelompok nelayan? 
2. Sudah berapa lama bapak menjadi anggota kelompok nelayan? 
3. Sejak Kapan program CCD IFAD mulai dilakukan? 
4. Apa yang diberikan kepada anggota kelompok nelayan sebelum mendapatkan 
bantuan? 
5. Apakah pelaksana program memberitahu akan melaksanakan program CCD-IFAD di 
daerah tersebut? Siapa saja? Berapa lama? 
6. Bagaimana cara dinas perikanan mensurvei kebutuhan kelompok nelayan? Bertanya 
kesiapa? 
7. Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan program CCD-IFAD? 
Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar 
8. Apasajakah program CCD-IFAD dalam memberdayakan Kelompok Nelayan? 
9. Apakah program tersebut masih berjalan? Jika iya apa saja? Jika tidak mengapa? 
10. Adakah kendala saat pelaksanaan program CCD-IFAD?  Apa sajakah dan mengapa? 
B. Manfaat program CCD-IFAD terhadap keberdayaan sosial ekonomi kelompok 
nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar 
Pertanyaan Penelitian 
1. Apakah pendapat masyarakat nelayan tentang Program CCD-IFAD? 
2. Apakah bapak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
Program CCD-IFAD? Selain bapak siapa lagi yang dilibatkan 
3. Apakah program CCD-IFAD bermanfaat bagi warga? Mengapa? 
4. Apakah yang warga rasakan setelah dijalankan program CCD-IFAD? 
5. Apakah setelah pelaksanaan program CCD-IFAD masyarakat nelayan dapat mandiri 








Nama-nama anggota kelompok nelayan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar 
1. Kelompok Nelayan Rajungan II 
a. Ketua  : Jafar 
b. Sekretaris  : Jamaluddin 
c. Bendahara  : Sembang 
d. Anggota  : Sore, Tipuang, Jarre, Rahman, Syafaruddin, Abbas, Charles
  
2. Kelompok Nelayan Rajungan Buloa 
a. Ketua  : Mursalim 
b. Sekretaris  : Tuju Indar 
c. Bendahara  : Sila 
d. Anggota  : Rhayus, Arsyad, Ismail, Kahar, Maradoka, Mustari, Sangkala
  
3. Kelompok Nelayan Baji’ Pa’mai 
a. Ketua  : Rahman 
b. Sekretaris  : Muh. Syair 
c. Bendahara  : Nasir 
d. Anggota  : Pammu, Junaidi, Sukri, Muksin, Ruslan, Mariso, Miro 
4. Kelompok Nelayan Pukat Ikan Tenggiri 
a. Ketua  : Jamaluddin 
b. Sekretaris  : H. Suna 
c. Bendahara  : Kaharudin 
d. Anggota  : Rijal, Tahere, Muhammad, Hamzah H, Dg Sre, Hamzah B 
 
5. Kelompok Nelayan Pukat Ikan Sunu 
a. Ketua  : Muhajji 
b. Sekretaris  : Saharuddin 
c. Bendahara  : Enre 
d. Anggota  : Dg. Paggo, H. Ramli, Dg. Hafid, Sanusi, Dg Maing, Haris 
 
6. Kelompok Nelayan Pukat Ikan Layang 
a. Ketua  : Muh. Kasim 
b. Sekretaris  : Suleman 
c. Bendahara  : Sampara 
d. Anggota  : Amir, Ukkas, Rahman Arsad, Kunnu 
 
7. Kelompok Nelayan Pukat Ikan Titang 
a. Ketua  : Syamsuddin 
b. Sekretaris  : Rusdi 
c. Bendahara  : Taufid 












                         Gambar 1. Wawancara dengan Informan Jafar                Gambar 2. Informan Jamaluddin  













       Gambar 3. Wawancara dengan Informan Syamsuddin            Gambar 4. Foto Bersama Informan Rahman  
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